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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Periode tahun 1945 hingga tahun 1950 merupakan periode yang menentukan  bagi 
kelangsungan hidup negara RI yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 
Periode ini terjadi pembentukan sebuah negara dengan segala aparatnya, tetapi juga 
merupakan periode yang penuh dengan kekacauan, pemberontakan dan perang saudara.1 
Selama periode ini pula banyak muncul kekuatan sosial politik yang pada pokoknya 
memiliki asas yang sama yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat 
dinyatakan dengan perkataan lain, meskipun dalam perjuangannya terjadi konflik yang 
sulit dihindari, namun di atas segalanya rakyat Indonesia berusaha untuk 
mempertahankan kemerdekaan.2 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah merupakan 
perwujudan formal daripada salah satu gerakan Revolusi Bangsa Indonesia untuk 
menyatakan baik kepada diri kita sendiri, maupun kepada dunia luar, bahwa Bangsa 
Indonesia mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan bangsa dan nasib 
tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri termasuk antara 
lain tata hukum dan tata negaranya3. 
                                                 
1 Sartono Kartodirjo,1982, Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia, Yogyakarta : Supersukses, 
halaman 21. 
 
2 Ibid. 
 
3 Joeniarto, 1966, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yogyakarta : Bumi Aksara, 
halaman 71. 
 
Kaitannya dengan sistem pemerintahan setelah berakhirnya kekuasaan bala 
tentara Jepang, aparat pemerintahan umum masa penjajahan, sepanjang berhaluan dengan 
semangat Proklamasi, menjadi dinasionalkan dan hal itu dikuatkan dengan Undang-
Undang No. 1 tahun 1945, sebagai Undang-Undang Pokok tentang pemerintahan daerah 
yang pertama, yang memuat peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah.4, 
namun menurut pasal dalam Komite Nasional Daerah, Komite Nasional Daerah ini tidak 
diadakan di Surakarta dan Jogjakarta, karena kedua daerah ini merupakan daerah 
Istimewa. Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul dan di zaman 
sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa. 
Keistimewaan daerah Istimewa adalah bahwa kepala ( wakil kepala ) Daerah Istimewa 
diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dari keturunan keluarga yang berkuasa di 
daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, 
dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan mengingat pula adat 
istiadat di daerah itu. Sesuai dengan penting atau tidaknya kedudukan sesuatu daerah 
istimewa, daerah itu akan diberi kedudukan yang setingkat dengan propinsi, kabupaten 
atau desa.5 
Setelah Proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden 
Republik Indonesia mengeluarkan Piagam penetapan yang berkaitan dengan sistem 
pemerintahan di daerah Surakarta,yaitu menetapkan Sri Susuhunan Paku Buwono XII 
                                                 
4 J. Wajong, 1972, Kedudukan Dan Tugas Pamong Praja, Jakarta : Ichtiar, halaman 41. 
 
5 The Liang Gie, 1982, Kumpulan Pembahasan Terhadap UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah Indonesia, Yogyakarta : Supersukses, halaman 38. 
 
dan Sri Mangkunegoro VIII sebagai kepala Pemerintahan Swapraja6. Keputusan ini 
menimbulkan reaksi rakyat yang tidak menghendaki adanya pemerintahan yang bersifat 
feodal. Pertentangan tentang masalah Swapraja ini menimbulkan adanya suatu gerakan 
politik yang saling bertentangan. Di satu sisi ada beberapa pihak yang tetap menghendaki 
pemerintahan Swapraja tetap berlangsung, namun di pihak lain ada gerakan-gerakan yang 
menentang pemerintahan Swapraja ini. 
Di kalangan masyarakat timbul keresahan dan usaha-usaha untuk menggulingkan 
pemerintahan Swapraja dan menuntut kepada pemerintahan Republik Indonesia agar 
kepada pemerintahan Swapraja diganti dengan tenaga-tenaga yang berjiwa proklamasi. 
Di lingkungan pegawai Swapraja sendiri muncul ketidakpuasan terhadap para pemimpin 
pemerintahan Swapraja dan oleh sebab itu telah mulai menuntut agar para pemimpin-
pemimpin tersebut diganti dengan tenaga-tenaga muda yang berjiwa revolusioner. 
Untuk mengatasi keadaan yang kacau ini, Menteri Dalam Negeri ketika itu, Mr. 
Dr. Soedarsono, mengangkat Gubernur Suryo pada tanggal 27 Mei 1946 sebagai wakil 
pemerintahan di daerah Surakarta. Dan perkembangan selanjutnya pemerintahan 
mengeluarkan penetapan pemerintahan No. 16/SD/1946 tertanggal 15 Juli 1946, yang 
antara lain menegaskan  bahwa untuk sementara waktu daerah Surakarta dijadikan daerah 
karesidenan, serta Pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung 
di bawah pimpinan Pemerintah Pusat.7 
                                                 
6 Tim Penyusun, 1973, Buku Kenang-kenangan Perjuangan Rakyat Surakarta Dari Zaman ke 
Zaman,  Surakarta, halaman 24. 
 
 
 
7 Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran No. 691, Katalog I Mangkunegara VIII (1944-1987 ). 
 
Tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia berunding 
dengan tekad mencapai suatu kesepakatan. Perundingan itu diadakan dengan perantaraan 
Lord Killearn dari Inggris. Delegasi Belanda, yaitu Commissie General dipimpin 
Profesor W. Schermehorn dan delegasi Indonesia dipimpin Sutan Syahrir. Perundingan 
tersebut dikenal dengan perundingan Linggarjati, yang akhirnya pada tanggal 25 Maret 
1947 antara kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut yang salah satu hasil 
perundingan tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atas 
Jawa, Madura, dan Sumatra serta Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk 
Republik Indonesia Serikat (RIS).8 
Akibat perbedaan tafsiran tentang isi Persetujuan Linggarjati, pada tanggal 20 Juli 
1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan Agresi Militer mereka yang pertama. 
Penyerangan Belanda kepada Indonesia ini mempunyai gema internasional, sehingga 
akhirnya PBB memerlukan turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan 
tercapailah persetujuan Renville berkat usaha Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu Australia, 
Belgia, dan Amerika Serikat. Politik Amir Syarifuddin yang menghasilkan Persetujuan 
Renville itu menimbulkan reaksi kontra yang luar biasa besarnya, baik dari kalangan 
partai-partai maupun militer, bahkan banyak pihak-pihak tentara yang tidak sudi 
melaksanakan hasil Renville. Akibat persetujuan Renville terjadilah suatu kerugian bagi 
militer Indonesia, dalam kaitan ini Kolonel A. H. Nasution memimpin 22.000 prajurit 
Siliwangi keluar wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda, menuju wilayah Jawa 
Tengah yang dikuasai RI. Akibatnya, di Jawa Barat di atas kertas telah dikosongkan dari 
unsur-unsur kekuatan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari persetujuan Renville. 
                                                 
8 A.B. Lapian & P.J. Drooglever, 1992, Menelusuri Jalur Linggarjati, Jakarta : Grafiti, halaman 4. 
Dalam kurun waktu bulan September 1948 suasana di kota Surakarta mengalami 
permasalahan keamanan yang diakibatkan adanya usaha pemeberontakan oleh FDR/PKI 
Menghadapi situasi di kota Surakarta yang sedang kacau tersebut, Panglima Besar 
Soedirman  mengeluarkan perintah harian yang menyatakan  bahwa APRI adalah  alat 
negara dan penjamin kedaulatan negara. Serangan terhadap alat negara akan dianggap  
sebagai serangan terhadap  kedaulatan negara, dan selanjutnya atas saran dari Panglima 
Besar kepada Presiden  RI selaku panglima tertinggi, setelah berunding dengan Kepala 
Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 16 September 1948 malam bersama 
Komandan Gatot Soebroto memutuskan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perang 
saudara di Surakarta adalah menempatkan pimpinan yang tegas. Presiden Soekarno 
menyetujui dan kemudian mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer 
Surakarta yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan 
tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara. Presiden Soekarno setelah itu menyatakan bahwa 
PKI Muso telah mengadakan kup dan mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun 
yang dipandang sebagai permulaan merebut seluruh Pemerintah RI dan Presiden 
Soekarno juga menginstruksikan untuk segera merebut Madiun dari perampasan 
FDR/PKI. Pernyataan tegas Presiden Soekarno tersebut disusul denagan instruksi 
Panglima Besar Soedirman tanggal 19 September 1948 yang berintikan menetapkan 
Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, menunjuk Kolonel Gatot 
Soebroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, serta menugaskan Brigade Sadikin 
untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan PKI Muso 
Dalam beberapa hari kemudian, RRI Yogyakarta mengabarkan  bahwa pasukan 
Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin telah berhasil merebut kembali Madiun 
pada tanggal 30 September 1948 pukul 16.00 dari tangan Komunis, kurang dari dua 
minggu  sejak menerima perintah pada 21 September 1948. Gubernur Militer untuk 
Surakarta-Semarang-Pati kemudian memerintahkan Brigade Siliwangi I untuk kembali ke 
basisnya di Yogyakarta dan Magelang setelah berhasil melaksanakan tugasnya. Operasi 
penumpasan  pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan Brigade-brigade Siliwangi 
bersama kesatuan-kesatuan TNI dan kesatuan-kesatuan lain yang tetap setia pada 
pemerintah RI berlangsung 72 hari. Hal tersebut terhitung sejak dimulainya perebutan 
kekuasaan di Madiun tanggal 18 September 1948 sampai tertangkapnya Amir 
Syarifuddin pada akhir November 1948 di Purwodadi. Tanggal 1 Desember 1948, 
Brigade Siliwangi yang telah menyelesaikan tugas menumpas pemberontakan PKI 
melakukan upacara  militernya yang terakhir di Solo. 
Untuk yang kedua kalinya, Belanda mengingkari persetujuan Renville dan 
melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Belanda berhasil menguasai 
Ibukota RI Yogyakarta dan para pemimpinya ditangkap dan ditahan oleh Belanda. 
Namun tidak serta merta RI jatuh, karena sebelumnya telah dibentuk PDRI (Pemerintah 
Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi sebagai antisipasi. 
Sementara itu sebelum meninggalkan Yogyakarta, Jenderal Soedirman sempat 
mengeluarkan sebuah perintah harian yang ditujukan ke segenap prajurit TNI, yaitu agar 
menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan sehubungan telah diserangnya 
Yogyakarta yang merupakan pelanggaran gencatan senjata oleh Belanda. perintah harian 
tersebut dikenal dengan sebutan perintah kilat No.I/P.B./D/1948 yang isinya :  
1) Kita telah diserang. 
2) Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota 
Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 
3) Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan Gencatan Senjata. 
4) Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk 
menghadapi serangan Belanda.9 
Panglima Besar juga membentuk dua Komando Daerah Pertahanan yang 
langsung berada di bawah komandonya, yaitu : 1. Komando Daerah Pertahanan Jawa di 
bawah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorium Jawa (PTTD) 
dengan markasnya di Yogyakarta, yang disebut Markas Besar Komando Jawa (MBKD), 
2. Komando Daerah Pertahanan Sumatra di bawah Kolonel Hidayat sebagai Panglima 
Tentara dan Teritorium Sumatra (PTTS) dengan markasnya MBKS.10  
Atas dasar pertimbangan dengan tertawanya pemimpin-pemimpin RI  dan untuk 
segera dapat mengisi kekosongan pemerintahan sipil, PTTD Kolonel Nasution 
mengeluarkan Maklumat No. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948, yang 
mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem 
pemerintahan gerilya yang bersifat total, yaitu dengan maksud menggunakan sistem 
pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankamrata).11 Berhasilnya serangan pasukan-
pasukan RI (terutama dengan serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta) dunia 
Internasional tahu betul, bahwa RI tetap eksis dan TNI tidaklah hancur dari Indonesia. 
                                                 
9 http://swaramuslim.net/galery/sejarah/index.php?page=serangan_umum_fakta, diakses tanggal 
12 januari 2010, pukul 16.47 WIB. 
 
10Yahya A. Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, 
Yogyakarta : Gajah Mada University, halaman 56-58. 
 
11 Ibid., halaman 58. 
Untuk menanggapi pecahnya Agresi Militer Belanda II, Panglima Besar Jenderal 
Soedirman telah menugaskan Komandan Komando Jawa Kolonel A.H. Nasution agar 
mengatur siasat bagi seluruh angkatan perang. Pokok-pokok perintahnya dituangkan 
dalam perintah siasat No. 1 yang isinya sebagai berikut : 
a. Tidak akan melakukan pertahanan yang linier. 
b. Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total serta 
bumi hangus total. 
c. Tugas membentuk kantong-kantong di tiap Onderdistrik Militer yang 
mempunyai pemerintahan gerilya (disebut wehrkreise) yang totaliter dan 
mempunyai pusat  di beberapa kompleks pegunungan. 
d. Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari “Daerah Federal” untuk wingate 
(menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, 
hingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang luas. 
Dengan keluarnya perintah Siasat No. 1 tersebut, maka tiap-tiap komandan 
pasukan telah mempunyai pegangan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Oleh 
karena itu, Komandan Komando Militer Daerah Kota Surakarta, Mayor Achmadi telah 
mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan dari Belanda.12 Perkembangan 
selanjutnya adalah bahwa daerah Surakarta dibentuk daerah-daerah perlawanan yang 
dinamakan “wehrkreise” untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah Surakarta yang 
akibat dari persetujuan Renville, daerah ini diduduki oleh Belanda. Untuk menyesuaikan 
dengan perjuangan yang dibentuk melalui sistem wehrkreise, maka dalam bidang 
                                                 
12 Cuplikan Bunga Rampai Sejarah, 1993, Pertempuran empat hari di Solo dan sekitarnya, Jakarta 
: Kerukunan Eks Anggota Detasemen II Brig. 17, halaman 9. 
pemerintahan dibentuk pula sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan keadaan 
perang yaitu Komando Militer Daerah Kota Surakarta. 
Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan Agresi Militer 
yang kedua terhadap wilayah RI, termasuk daerah Kota Surakarta, namun pasukan 
Belanda baru memasuki kota Solo pada tanggal 20 Desember 1948 setelah melalui 
pertempuran dengan TNI. Setelah menyambut serbuan tentara Belanda dengan kontak 
senjata di berbagai bagian kota Solo, maka sesuai strategi perang Gerilya yang 
diperintahkan berlaku mulai saat itu seluruh pasukan TNI meninggalkan kota Solo 
menuju daerah gerilya masing-masing. Wilayah-wilayah operasi gerilya ini kemudian 
disebut dengan Sub Wehrkreise 106 Arjuna atau disingkat SWK 106 dengan Mayor 
Achmadi sebagai Komandannya. Setelah melakukan konsolidasi, maka pada tanggal 22 
Desember 1948 Mayor Achmadi mengadakan rapat Komando Daerah Solo (KDS) untuk 
membagi pasukan ke dalam rayon-rayon, yang mula-mula dibagi dalam empat rayon. 
Pembagian rayon-rayon di kota Solo dan sekitarnya selesai pada tanggal 23 Desember 
1948. Perkembangan selanjutnya selama perang gerilya, dibentuk lagi dua daerah Sub 
Rayon yang masing-masing berdiri sendiri, yakni Sub Rayon IV dan Sub Rayon I. Tiap-
tiap Rayon kemudian dibagi lagi dalam sektor-sektor.13 
Bentuk pemerintahan militer yang berlaku di daerah Surakarta tersebut mulai 
berlaku sejak tanggal 25 Desember 1948, dan tidak hanya di daerah Surakarta saja, 
namun juga berlaku di seluruh wilayah Jawa. Bentuk pemerintahan ini berlangsung 
selama Belanda menduduki wilayah Indonesia pada umumnya dan daerah Surakarta pada 
khususnya. Berlakunya pemerintahan darurat militer untuk seluruh Pulau Jawa juga 
mempengaruhi tentang pemerintahan di kota Surakarta, yaitu karena pendudukan oleh 
                                                 
13 Ibid., halaman 11. 
pasukan Belanda, maka pemerintahan di kota Surakarta membentuk suatu pemerintahan 
gerilya untuk menghadapi pendudukan pemerintah dan pasukan Belanda di kota 
Surakarta. 
  Mencermati kembali latar belakang di atas, dapat menjadikan pijakan bagi penulis 
untuk mengambil topik tentang pemerintahan darurat militer Jawa dan pengaruhnya 
terhadap pemerintahan kota Surakarta yang ditimbulkan akibat adanya Agresi Militer 
Belanda II tersebut, yang memiliki keunikan karena berlakunya sistem pemerintahan 
militer ini sebagai penyesuaian dengan kondisi Republik Indonesia pada waktu itu dan 
memiliki banyak dampak bagi kehidupan bangsa dan negara, dan daerah-daerah yang 
menjadi daerah darurat militer. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dibuat beberapa 
perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Perumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana latar belakang Pemerintah Daerah Surakarta tahun 1945-1948 ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pemerintahan Darurat Militer di Surakarta tahun 1948-
1950 ? 
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan darurat militer di Surakarta terhadap 
pemerintahan kota ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 
1. Mengetahui latar belakang Pemerintahan Daerah di Surakarta tahun 1945-1948. 
2. Mengetahui pelaksanaan Pemerintahan Darurat Militer di Surakarta tahun 1948-1950. 
3. Mengetahui dampak dari pelaksanaan darurat militer di Surakarta terhadap 
pemerintahan kota Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah karya penelitian tentang 
masa revolusi di daerah Surakarta pada khususnya. Menjadikan peranan Ilmu Sejarah 
akan semakin nyata dan akan terus berkembang dari masa ke masa. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian 
lanjutan. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk melengkapi temuan-temuan 
penelitian sebelumnya. Terutama memberi sumbangan bagi kelengkapan sejarah lokal di 
daerah Surakarta. Khususnya  tema-tema Surakarta di zaman Revolusi yang penuh 
dengan perjuangan fisik. Penelitian ini juga sebagai gambaran mengenai kondisi 
pemerintahan dan stabilitas pada waktu itu di Surakarta, dimana pemerintahan darurat 
militer berlaku di Surakarta dan berlakunya pemerintahan secara gerilya sebagai akibat 
dari adanya penyesuaian dengan kondisi nasional yang sedang tidak stabil. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia karya George McTurnan Kahin menjadi 
salah satu buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam buku tersebut memuat 
bagaimana situasi dan keadaan bangsa Indonesia pada masa Revolusi. Di dalam buku ini 
juga membahas masalah tentang konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan 
Belanda dengan berbagai perundingan maupun serangan-serangan dari pihak Belanda. 
Perundingan Linggarjati dan Renville juga terdapat dalam bahasan inti dalam buku ini , 
karena kedua perundingan tersebut pada akhirnya nanti menimbulkan serangan-serangan 
maupun konflik bersenjata antara kedua belah pihak, pemerintah Indonesia dan 
pemerintah Belanda. Permasalahan tentang Komunis tahun 1948 yang bergejolak di 
Madiun pun juga menjadi salah satu sorotan dalam buku ini. 
Kahin juga membahas dalam bukunya tentang perkembangan politik dalam negeri 
Indonesia yang berlangsung selama masa revolusi. Munculnya beberapa partai di tanah 
air membuat adanya beberapa pendapat tentang bagaimana seharusnya kebijakan-
kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. 
Buku yang ditulis A. H. Nasution yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan 
Indonesia yang terdiri dari 11 jilid memberikan banyak gambaran luas mengenai 
keseluruhan kejadian dari periode 1945-1949. Penulisan di dalam buku ini didukung oleh 
data-data otentik dan juga didasarkan pada pengalaman Nasution semasa perang 
Kemerdekaan berlangsung. Dalam buku ini memaparkan pula situasi dan kondisi bangsa 
Indonesia serta bagaimana A.H. Nasution sendiri mengambil beberapa kebijakan-
kebijakan untuk mendukung kemerdekaan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan 
tersebut. 
Ulf Sundhaussen dalam bukunya yang berjudul Politik Militer Indonesia 1945-
1967 antara lain membahas bahwa kemunculan Pemerintahan Darurat dari kalangan 
Militer karena adanya efek demoralisasi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya 
serangan militer Belanda yang menduduki Ibukota dan menahan para pemimpin-
pemimpin nasional. Hal itu dianggap bahwa para politisi telah salah mengambil suatu 
kebijakan dan mengakibatkan prajurit dan perwira berpaling ke Pemimpin Angkatan 
Perang Republik Indonesia, yaitu Soedirman, sebagai pemimpin mereka dalam usahanya 
untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 
Buku yang berjudul Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara Dan 
Bangsa yang diterbitkan pada tahun 1995 di Jakarta oleh Paguyuban para pelaku 
pemerintah RI Balai Kota Surakarta dalam Pendudukan Belanda tahun 1948-1950 
menjadi salah satu buku pokok yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi 
ini. Buku tersebut memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi pemerintahan pada 
masa pendudukan Belanda tahun 1948-1950. Di dalam buku tersebut dikisahkan pula 
tentang pemerintahan gerilya di Kota Surakarta yang dapat disebut juga sebagai 
pemerintahan militer, karena pada saat itu keadaan Republik Indonesia pada umumnya 
dan kota Surakarta pada khususnya sedang dalam keadaan darurat perang.  Pelaku 
pemerintahan gerilya kota Surakarta diceritakan dalam buku ini, mulai dari pembentukan 
sampai dengan pelaksanaan pemerintah gerilya tersebut.  
Buku Joeniarto yang berjudul Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, 
memaparkan bahwa kemerdekaan Indonesia, yang diperoleh melalui perjuangan serta 
diwujudkan dalam Proklamasi kemerdekaan, dilihat dari segi hukum, berarti bahwa 
Bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum yang sebelumnya, 
yaitu baik tatanan hukum Hindia Belanda maupun tatanan Hukum Pendudukan Jepang, 
dengan perkataan lain Bangsa Indonesia saat itu telah mendirikan tatanan hukum baru, 
yang berisikan Hukum Indonesia, yang akan ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh 
Bangsa Indonesia. Hal yang demikian ini sekaligus membuktikan pula bahwa sebenarnya 
Negara Republik Indonesia yang berdiri tanggal 17 Agustus 1945, berarti bahwa mulai 
saat itu Bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. 
Dewan Redaksi Sejarah Ex Anggota TNI Detasemen II Brigade 17 yang 
menerbitkan buku Ofensif TNI Empat Hari Di Kota Sala dan Sekitarnya juga 
memberikan banyak referensi dalam pembuatan skripsi ini. Buku tersebut banyak 
menceritakan tentang kondisi dan situasi di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya pada 
masa pendudukan tentara Belanda tahun 1948-1950. Dikisahkan pula tentang masa-masa 
perjuangan yang melibatkan Tentara Pelajar dan para pejuang yang dengan gigih dengan 
segala cara mempertahankan wilayah kota Surakarta dari pendudukan pasukan tentara 
Belanda. 
Buku dari Yahya A. Muhaimin yang telah dibukukan berjudul Perkembangan 
Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 (1982). Dalam buku tersebut, Muhaimin 
memaparkan sejarah perjalanan TNI. Muhaimin mengkaji keterlibatan Militer Indonesia 
dalam politik di rentang waktu antara tahun 1945-1966. Buku ini mengetengahkan 
permasalahan tentang Tentara Indonesia memainkan peranan politik sampai kemudian 
memegang posisi dominan, dan bagaimana proses perkembangan itu berlangsung. 
Mencakup juga peristiwa yang berlangsung 21 tahun dengan permasalahan yang sangat 
kompleks, sehingga buku ini lebih dari sekedar pengantar saja untuk memahami periode 
1945-1966. 
Buku ini juga mencoba dengan sistematika yang mendasarkan pada kronologi 
tiap-tiap perkembangan dapat memahami seluk-beluk militer di dalam politik Indonesia. 
Secara umum buku ini menguraikan tentang masalah kehidupan Militer di Indonesia. Di 
mulai sejak awal berdirinya Republik Indonesia sampai kepada zaman di mana terjadi 
perubahan yang signifikan, dan itu menyangkut daripada militer negeri ini. Muhaimin 
mencoba menggali akar permasalahan mengapa militer di Indonesia seperti itu. Dengan 
melihat teori-teori dan kajian sebelumnya, Muhaimin berhasil menarik benang merah 
tentang perkembangan militer di Indonesia. Bahwa militer di Indonesia, TNI lahir dari 
latar belakang individu dengan berlainan ideologi, TNI lahir tidak dipersiapkan untuk 
menghadapi musuh secara terencana, tetapi kelahirannya ketika musuh itu telah ada, 
sehingga sifatnya asal ada. 
Selain itu juga digunakan bahan-bahan pustaka lain, seperti skripsi-skripsi. 
Skripsi dari Rochim yang berjudul Peranan administrasi sipil dan militer di Jawa pada 
masa pemerintahan darurat Republik Indonesia 1948-1949. Dalam skripsi tersebut antara 
lain memaparkan tentang adanya upaya mempertahankan eksistensi pemerintah Republik 
Indonesia oleh sipil dan militer pada masa pelaksanaan Agresi Militer Belanda II. Di 
daerah Jawa menurut pembahasan Rochim dalam skripsi ini, berdiri 2 pemerintahan 
darurat, yaitu dari kalangan sipil (Komisariat Pusat Pemerintahan di Jawa) dan dari 
kalangan Militer (Pemerintahan Militer). Berdirinya pemerintah Militer membuat 
wilayah Jawa berlaku hukum Militer dan pelaksanaan administrasi pemerintah darurat 
berada dalam koordinasi militer. Namun, pemerintah militer tidak serta merta 
menghilangkan atau meniadakan pemerintahan sipil, pemerintahan militer hanya 
menggerakkan pemerintahan secara totaliter dan sebagai pelaksana administrasi 
pemerintahan militer pada umumnya adalah para pegawai negeri sipil. 
 
F. Metodologi Penelitian 
1. Metode 
Metode Sejarah dalam studi sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara 
kritis rekaman peninggalan masa lampau.14 Penelitian yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan metode sejarah kritis. Langkah-langkah itu dibagi dalam beberapa tahapan. 
Pertama dengan heuristik, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dalam 
penelitian. Data-data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder. Adapun 
sumber primer berupa arsip. Studi Dokumen diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko 
Mangkunegaran dan Perpustakaan Yogyakarta. Dokumen ataupun arsip yang diperoleh 
dari kedua tempat tersebut adalah beberapa arsip tentang pengumuman-pengumuman 
maupun surat surat keputusan yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Militer 
Surakarta tahun 1948-1950, sedangkan dari Perpustakaan Yogyakarta diperoleh beberapa 
dokumen dari surat kabar yang berisi tentang berita-berita maupun pernyataan-
pernyataan tentang berlakunya dan kondisi Pemerintahan Militer di Surakarta 1948-1950. 
Dalam penelitian sejarah, dokumen atau arsip dari suatu kronologi peristiwa sangat 
penting artinya sebab dokumen atau arsip adalah saksi dari sebuah peristiwa penting atau 
kejadian masa lampau dengan tingkat kepercayaan paling tinggi. 
Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur untuk 
dijadikan referensi dalam pembuatan skripsi ini. Studi Pustaka dilakukan di Perpustakaan 
Pusat UNS, Perpustakaan FSSR UNS, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan 
Yogyakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dan dari situs-situs internet 
yang berkaitan. 
Sumber lainnya, penulis dapatkan dari wawancara dengan pelaku sejarah yang 
mengetahui peristiwa pada masa itu, yaitu Bapak H.S. Sumaryono, mantan Pejuang 
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Angkatan 45 sekaligus anggota Tentara Pelajar pada kurun waktu 1948-1950 yang juga 
menjadi pengurus Dewan Harian Cabang ( DHC ) Angkatan 45 Kota Surakarta. Penulis 
juga melakukan wawancara dengan pihak yang merasakan perjuangan tahun 1948-1950, 
yaitu Bapak Drs. H. Soenarso yang juga sebagai anggota Tentara Pelajar dalam kurun 
waktu tersebut. Cara mendapatkan narasumber adalah dengan melakukan survey 
lembaga-lembaga yang sekiranya pada kurun waktu tahun 1948-1950 memiliki peran 
dalam perjuangan Kota Surakarta kemudian mencari dan melakukan wawancara dengan 
orang yang mengetahui maupun terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini 
digunakan pula riset literatur untuk melengkapi data-data yang belum lengkap dari 
sumber primer. Buku-buku, artikel atau referensi lain menjadi data sekunder yang 
menunjang penelitian ini. Referensi ini digunakan untuk mendukung data utama berupa 
dokumen atau arsip. Untuk keperluan itu dikumpulkan buku-buku, majalah-majalah, 
surat kabar dan tulisan lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Tahapan kedua 
adalah tahap kritik sumber yaitu tahapan pengolahan data yang telah berhasil 
dikumpulkan, baik dengan kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik Intern dilakukan 
untuk mencari keaslian isi data, sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk mencari 
keaslian sumber. Kritik sumber ini dimaksudkan untuk mencari keotentikan sumber 
sehingga akan diperoleh data yang benar-benar valid.15 
Proses selanjutnya adalah tahap interpretasi atau tahapan penafsiran terhadap data 
yang telah dianalisis dalam tahap kritik. Dalam tahap ini dilakukan penafsiran-penafsiran 
terhadap data-data yang sudah terseleksi dengan disesuaikan pada tema yang dibahas. Hal 
ini dimaksudkan untuk berusaha menguraikan setiap kejadian dan mendeskripsikannya 
dalam jalinan kausalitas atau sebab akibat peristiwa itu secara kronologis. Data-data yang 
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tersedia akan menjadi valid dan hidup apabila analisis terhadap sumber yang ada sangat 
kritis. Sumber tersebut akan menentukan seberapa bermutunya tulisan yang dihasilkan  
Tahapan yang terakhir adalah tahap yang disebut dengan historiografi, yaitu 
penulisan sejarah berdasarkan pada data-data yang telah melewati tiga tahap tadi. Dalam 
penelitian ini historiografi diwujudkan di dalam bentuk penulisan skripsi. 
2. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 
Deskriptif artinya memaparkan ataupun menggambarkan suatu fenomena tentang ciri-ciri 
khusus yang terdapat dalam suatu peristiwa. Analisis adalah usaha untuk menganalisa 
ataupun mengintepretasikan data-data yang berhubungan dengan kajian permasalahan, 
dengan demikian studi ini bukan hanya mempersoalkan masalah apa, dimana, dan kapan 
peristiwa tersebut dapat terjadi, namun lebih dari itu mencoba untuk mengupas 
bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi, sehingga studi ini pada dasarnya tidak 
akan mengabaikan prinsip kausalitas ataupun hubungan sebab akibat serta aspek ruang 
dan waktu. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini, maka 
penulis mencoba menguraikan secara singkat yaitu membagi skripsi ini menjadi beberapa 
bab, yang setiap babnya akan akan membahas yang ada kaitannya antara bab satu dengan 
bab selanjutnya. 
BAB I. Pendahuluan. Adapun dalam BAB I Pendahuluan ini berisi Latar 
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Metode dan Sumber Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II. Pemerintah Daerah Surakarta Pasca Kemerdekaan Sampai Pemberlakuan 
Daerah Militer Surakarta Tahun 1948. Kajian dalam bab ini meliputi pembahasan 
bagaimana pemerintah daerah di daerah Surakarta berlangsung, serta membahas juga 
masalah-masalah pergolakan-pergolakan di Surakarta. 
BAB III. Pelaksanaan Pemerintahan Darurat Militer Surakarta sebagai dampak 
Agresi Militer Belanda II. Kajian dalam bab ini mencakup Agresi Militer Belanda II serta 
bagaimana latar belakang lahirnya pemerintahan darurat militer. Pembahasan juga 
meliputi pemberlakuan pemerintahan darurat militer dan struktur pemerintahannya di 
Surakarta. 
BAB IV. Dampak Pemerintahan Darurat Militer terhadap kehidupan 
Pemerintahan Kota Surakarta. Berisi tentang pelaksanaan pemerintahan gerilya dan 
usaha-usaha mempertahankan daerah Surakarta. Mencakup pula dampak sosial politik 
pelaksanaan darurat militer di Surakarta. 
  BAB V. Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA PASCA KEMERDEKAAN 
SAMPAI PEMBERLAKUAN DAERAH MILITER SURAKARTA 
TAHUN 1948 
 
A. Kondisi Pemerintahan Daerah Surakarta Pasca Kemerdekaan 
Tanggal 22 Agustus 1945 pemerintah pusat membentuk Komite Nasional Pusat. 
Segera setelah Komite Nasional Pusat (KNI) dibentuk, maka para terkemuka di Surakarta 
berusaha membentuk KNI daerah Surakarta. Usaha ini berhasil dan sidang pertama 
diadakan pada bulan September 1945. KNI daerah Surakarta terbentuk dengan diketuai 
oleh Mr. Soemodiningrat seorang bangsawan yang pernah menjabat opsir dalam pasukan 
PETA. Program yang ditetapkan pada waktu itu adalah melucuti senjata tentara Jepang 
dan memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang di Surakarta ke tangan KNI daerah 
Surakarta.16 
Tanggal 30 September 1945 KNI Daerah yang dipimpin oleh Mr Soemadiningrat 
berhasil memaksa pembesar-pembesar Jepang di bawah pimpinan H. Watanabe untuk 
menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada KNI. Peristiwa ini terjadi di Balai Kota 
dan disaksikan oleh beribu-ribu masyarakat Surakarta.. Kantor yang dinamakan dengan 
nama Jepang diganti nama dengan KPPRI ( Kantor Pusat Pemerintahan Republik 
Indonesia). Nama ini dipandang kurang tepat, kemudian diganti dengan KDPRI (Kantor 
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Daerah Pemerintahan Republik Indonesia.). Setelah pemindahan pemerintahan berhasil 
dilakukan, maka KNI Daerah berusaha untuk melaksanakan tugas keduanya yaitu 
melucuti senjata tentara Jepang. Hal ini di tindak lanjuti dengan melucuti senjata tentara 
Jepang.  
Tanggal 19 Oktober 1945 Pemerintah Pusat mengangkat R.P Soeroso menjadi 
Komisaris Tinggi yang kekuasaannya meliputi daerah-daerah Istimewa Surakarta dan 
berkedudukan di Surakarta. R.P Soeroso dalam tugasnya adalah sebagai Koordinator dari 
kedua pemerintahan Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran yang memiliki kekuatan 
hukum seperti tertera dalam UUD 1945 Bab VI Pasal 18 hal pemerintahan Daerah dan 
masih diperkuat lagi dengan  dikeluarkannya Piagam Penetapan pada tanggal 19 Agustus 
1945 yang pada pokoknya menetapkan Sri Paduka Paku Buwono XII dan Sri Paduka 
Mangkunegoro VIII pada kedudukannya masing-masing dengan kepercayaan, bahwa 
beliau-beliau itu akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, dan jiwa dan raga untuk 
keselamatan daerahnya sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.17 Berkenaan 
dengan hal tersebut maka tidak mustahil kalau kemudian timbul perselisihan tentang 
siapa yang berhak memerintah, apakah KNI daerah atau pemerintahan Swapraja yang 
membuat adanya dua pemerintahan di Surakarta. 
Usaha untuk mengatasi hal tersebut atau mengambil jalan tengah, maka diadakan 
perundingan lebih lanjut dari kedua pemerintahan itu, yang terdiri dari 9 orang, ialah 5 
dari KNI Daerah, 2 orang ditunjuk oleh Susuhunan dan 2 orang oleh Mangkunegaran. 
Badan perundingan ini diketuai oleh R.P Soeroso dalam kedudukannya sebagai 
Komisaris Tinggi. Badan ini kemudian dinamakan Direktorium. Dalam perjalanannya 
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direktorium atau penggabungan kekuasaan ini selalu timbul perselisihan sehingga tidak 
dapat bekerja sama dengan baik. 
Pemerintah Pusat kemudian mengangkat Gubernur Soerjo sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. Langkah pertama yang dilakukan adalah meniadakan jabatan 
Komisaris Tinggi dan otomatis Direktorium yang diketuai oleh Komisaris Tinggi 
statusnya menjadi tidak menentu. Gubernur Soerjo tersebut memegang jabatan  tanggal 
27 Mei 1946, namun sebelumnya KNI Daerah Surakarta telah mengangkat Sindoeredjo, 
menjadi kepala daerah yang membuat suasana pemerintahan di kota Surakarta menjadi 
semakin kacau.  
Tanggal 27 Juni 1946 di Surakarta terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri 
Sjahrir beserta rombongannya. Penculikan ini merupakan salah satu akibat adanya 
pergolakan politik yang tak kunjung reda di Surakarta, namun pada tanggal 2 Juli 1946, 
Perdana Menteri Syahrir berhasil diselamatkan.  
 
1. Pemerintahan Swapraja di Surakarta 
Tanggal 19 Agustus 1945 Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa (DIS) 
atau Swapraja oleh pemerintah RI. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari para pejuang 
kemerdekaan di Surakarta dan menganggap hal ini bertolak belakang dengan semangat 
kemerdekaan atau revolusi. Kondisi ini merupakan awal munculnya reaksi hebat atas aksi 
anti Swapraja di Surakarta. Di lain hal, pihak dari pemimpin Swapraja sendiri, yaitu 
Mangkunegoro dan Raja Kasunanan pun juga mengikuti ketetapan dari Presiden tersebut 
untuk berkuasa di Surakarta dan berada langsung di bawah Presiden RI. Hal itu semakin 
memperkeruh keadaan dan mempertajam gerakan anti Swapraja. 
Untuk menanggapi pemerintahan Swapraja tersebut, Gerakan Revolusioner di 
Surakarta muncul sebagai respons dari pernyataan kedua pemimpin Swapraja tersebut. 
Tanggal 9 Mei 1946 kaum revolusioner mengadakan rapat besar yang dihadiri beberapa 
organisasi politik yang dipimpin oleh Dr. Muwardi. Tujuan rapat ini adalah untuk 
membentuk dengan segera badan  legislatif secara demokratis dan melalui pemilihan 
langsung untuk menentukan anggotanya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk oposisi 
atas kekuatan Swapraja. Tuntutan gerakan ini yaitu : 1. Menuntut dihapusnya Daerah 
Istimewa atau Swapraja Surakarta, 2. Menuntut penggantian Raja atau Susuhunan, 3. 
Menuntut perubahan-perubahan dalam peraturan Daerah Istimewa atau Swapraja yang 
tidak sesuai lagi dengan jamannya.18 Pada bulan April dan Mei 1946 suasana politik di 
Surakarta mulai panas. Satu sisi gerakan anti Swapraja berkembang luas hingga ke 
masyarakat desa sedangkan di sisi lain aksi penculikan-penculikan pun merajalela. 
Penculikan terhadap pejabat keraton, yaitu pepatih dalem dan wakilnya  tersebut 
menyebabkan kekosongan jabatan yang kemudian diisi oleh Woerjaningrat yang diangkat 
Paku Buwana XII. 
Permasalahan lain adalah sikap badan pekerja KNID Surakarta maupun daerah-
daerah luar kota yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Swapraja Surakarta. Di 
Klaten, Badan Pekerja KNI yang didukung sekitar 60 organisasi, misalnya PBI, BTI, 
Laskar Rakyat, Laskar Buruh, Pesindo, Barisan Banteng, Masyumi, Hisbullah, dan 
pangreh praja lokal menyatakan keputusan untuk membentuk pemerintahan rakyat, 
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terlepas dari Swapraja Kasunanan. Demikian pula dengan daerah Karanganyar dan 
Wonogiri, kedua daerah tersebut juga melepaskan diri dari Swapraja Mangkunegaran.19 
Untuk mengatasi permasalahan mengenai daerah Swapraja di Surakarta tersebut, 
tanggal 22-23 Mei 1946, pemerintah RI melalui Perdana Menteri dan Menteri Dalam 
Negeri mengundang kedua penguasa Swapraja untuk membicarakan keadaan Surakarta. 
Pembicaraan tentang keadaan Surakarta dan kekacauan akibat adanya kalangan pro dan 
anti Swapraja tersebut diikuti oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Dalam Negeri 
Dr. Soedarsono dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin mewakili Pemerintah Pusat 
RI. Dari pemerintah Swapraja sendiri diwakili oleh S.P Ingkang Sinuhun beserta wakil 
Pepatih Dalem Woerjaningrat dan S.P K.G.P.A.A Mangkoenogoro beserta Pepatih 
Dalem. 
Dari pertemuan tersebut akhirnya tanggal 15 Juli 1946, Pemerintah RI 
menetapkan Surakarta sebagai Daerah Karesidenan untuk mengendalikan situasi di 
Surakarta dengan mengeluarkan UU. No. 16/SD/1946 yang menyebutkan: 
1). Jabatan Komisaris Tinggi ditiadakan 
2). Daerah Surakarta untuk sementara dijadikan daerah Karesidenan 
3). Dibentuk daerah baru dengan nama Daerah Kota Surakarta 
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2. Pemerintahan Karesidenan Surakarta 
Keadaan Politik di Surakarta sendiri juga tidak jauh berbeda dengan keadaan yang 
dialami bangsa Indonesia ketika itu, yaitu keadaan yang tidak kondusif. 
Ketidakkondusifan wilayah Surakarta setelah kemerdekaan di antaranya dimulai adanya 
keresahan kalangan masyarakat yang tidak menghendaki adanya pemerintahan yang 
bersifat feodal, karena penetapan Presiden yang menetapkan Sri Susuhunan Paku 
Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII sebagai kepala pemerintahan Swapraja. 
Kalangan masyarakat ini kemudian melakukan usaha-usaha untuk menggulingkan 
pemerintahan Swapraja dan menuntut kepada pemerintahan Republik Indonesia agar 
kepada pemerintahan Swapraja diganti dengan tenaga-tenaga yang berjiwa revolusioner. 
Pada bulan Juli 1946 pemerintah pusat mengambil langkah yang tegas, yaitu 
membekukan Pemerintahan Swapraja dan mengangkat seorang Residen untuk 
menjalankan Pemerintahan. Mr. Iskak Tjokroadisoerjo dilantik oleh Presiden sebagai 
Residen di Surakarta dengan wakil Residen Soediro dari Laskar Banteng. 
 Jabatan sebagai Residen dipegang oleh Iskak Tjokroadisuryo dan wakilnya 
Soediro. Iskak Tjokroadisuryo dan Soediro  setelah beberapa lama bertugas, akhirnya 
mampu menyelesaikan beberapa permasalahan, diantaranya : 
1). Menghapus perbatasan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran, serta Kota Surakarta 
yang baru terbentuk, terdiri dari bekas wilayah Kasunanan (selatan rel) dan bekas 
wilayah Mangkunegaran (utara rel). 
2). Dibentuk dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 
Karanganyar. 
3). Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Surakarta dan untuk tiap-tiap 
kabupaten, dimana Dewan Perwakilan Rakyat bersama residen akan dipimpin oleh 
residen untuk mengatur pemerintahan sebaik mungkin. 
4). Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten dan kota Surakarta bersama bupati dan walikota  
berusaha menyelenggarakan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota Surakarta 
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk seluruh Karesidenan Surakarta. Mereka 
harus selalu memberi laporan kepada residen dan wakil residen tentang segala sesuatu 
yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. 
5). Semua bekas pegawai Kasunanan dan Mangkunegaran dijadikan pegawai daerah 
otonom baru dan dinyatakan tidak berada lagi dibawah pimpinan Paku Buwana dan 
Mangkunegoro VII. 
Beberapa kebijaksanaan yang dibuat oleh Residen dan wakil residen tersebut pada 
hakikatnya bersifat konstruktif bagi perkembangan Surakarta untuk menjadikan daerah 
biasa dalam negara RI. Konsep tersebut disusun menuju kepada penghapusan struktur 
feodal dan menggantikan dengan struktur yang baru, demokratis sesuai UUD 1945. 
Tanggal 6 Agustus 1946 dengan keputusan Residen Surakarta tanggal 7 Agustus 
1946 ditetapkan bahwa telah dibentuk susunan Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta. 
Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan kinerja KNI Daerah sebagai Badan Legislatif. 
Tanggal 6 Desember 1946 diangkat Gubernur Soetardjo Kartohadikusoemo untuk 
menjabat sebagai Residen Di Surakarta, sedangkan walikotanya berkedudukan sejajar 
dengan seorang Residen. Hal ini mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat 
mengingat situasi dan kondisi politik Surakarta yang kacau balau.  
Pertengahan bulan Juli 1947 Wakil Residen Soediro diangkat menjadi Residen 
Surakarta dan Sjamsuridjal sebagai walikota Surakarta. Ditetapkannya walikota 
Sjamsuridjal dan Residen Soediro sebagai pejabat pemerintahan di daerah Surakarta 
lengkap dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka sedikit demi sedikit jalannya roda 
pemerintahan baik di kota Surakarta maupun Karesidenan Surakarta menjadi lancar. 
Residen Soediro memiliki tekad menjadikan Surakarta sebagai Karesidenan biasa dan 
bukan suatu daerah Istimewa ataupun Swapraja. Hal tersebut mendapat dukungan dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memberikan mosi kepercayaan kepada Residen 
Soediro. Tugasnya diawali dengan menertibkan pegawai-pegawai sipil dengan 
memindahkan pegawai Mangkunegaran ke Kasunanan maupun sebaliknya, selain hal 
tersebut, Residen Soediro juga menertibkan barisan-barisan bersenjata, baik dari tentara 
resmi maupun badan-badan perjuangan bersenjata lainnya. 
 
3.  Pemerintahan Tentara Rakyat 
Keadaan Surakarta yang tidak kondusif membuat pihak tentara ingin mengambil 
inisaitf sendiri dengan mendirikan suatu pemerintahan. Pemerintahan Tentara Rakyat atas 
inisiatif Komandan Tentara Divisi X Kolonel Soetarto yang kemudian menunjuk 6 orang 
dengan diketuai oleh Soediro ( Mbah Diro ) untuk menjalankan apa yang disebutnya “ 
Pemerintahan Tentara Rakyat “, adapun 6 tokoh tersebut adalah, Rono Marsono, 
Djuwardi, Mr. Dalyono, Mbah Diro, Dasuki, dan Prodjowidodo.20 Keadaan tersebut 
membuat lebih aktif lagi gerakan rakyat yang menentang Swapraja saat itu. Secara de 
jure kedua Swapraja ini memang kekuatannya kuat, tetapi secara de facto tidak 
memperoleh dukungan dari rakyat yang sedang bergolak karena pada dasarnya kedua 
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Raja yang berkuasa tersebut, yaitu Mangkunegoro dan Sunan kurang mampu untuk 
mengambil hati rakyat yang sedang berjuang dan bergolak untuk menentang penjajahan 
yang ada. Masa pergolakan itu ternyata banyak organisasi-organisasi rakyat yang 
berjuang tanpa terkendalikan dan rakyat terpecah-pecah dalam kelompok yang sedikit 
banyak sudah berbau golongan, namun perjuangan mereka pada dasarnya tetap murni 
membela kemerdekaan Indonesia.  
Dekrit Presiden tentang pembentukan Tentara Keamanan rakyat ( TKR ) di 
daerah Surakarta juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di daerah Surakarta 
pembentukan TKR ini diikuti oleh kegiatan dari tokoh-tokoh Angkatan Muda Tentara 
KNI, Angkatan Muda Republik Indonesia dan tokoh-tokoh di luar itu yang membuat 
proses pembentukan TKR tersebut berjalan tidak mudah dan lewat rintangan-rintangan 
yang tidak mudah untuk di atasi. Pihak KNI, AMT, dan AMRI setelah melewati beberapa 
konsolidasi telah mencalonkan Soetarto seorang bekas PETA untuk diangkat menjadi 
Komandan Divisi TKR di Surakarta, namun di lain pihak terdengar bahwa Pangeran 
Poerbonagoro seorang kerabat Keraton, keluaran Akademi Militer di negeri Belanda juga 
telah memimpin pasukan-pasukan untuk dijadikan TKR.  
Kesimpangsiuran tersebut sedikit memberi pengaruh kurang baik kepada 
perjuangan pada pasukan  kita yang sedang bertempur membantu pejuang-pejuang di 
Semarang. Kesimpangsiuran permasalahan tersebut segera diatasi dengan diadakannya 
pertemuan pembicaraan secara kekeluargaan yang mendapatkan hasil bahwa Pangeran 
Poerbonagoro telah membubarkan sendiri pasukan-pasukannya dan membuat 
pembentukan TKR yang tunggal, yaitu prakarsa dari KNI, AMT, BKR dan AMRI 
dengan calon tunggal Soetarto. Akhirnya usaha pembentukan TKR ini disetujui oleh 
Pemerintah dan di Surakarta berdiri Divisi X Tentara Keamanan Rakyat dengan 
Komandan Divisi Kolonel Soetarto. Resimen yang pertama dapat dibentuk, diserahkan 
pimpinannya kepada Suadi, suatu Resimen yang terdiri dari 4 batalion.21 Resimen-
resimen yang lain segera menyusul dan tumbuh dari kalangan para pejuang sendiri, yang 
tersebar terorganisir di daerah-daerah. 
Badan-badan perjuangan juga terbentuk di Kota Surakarta, selain juga sudah 
berdiri TKR. Badan-badan tersebut di antaranya berasal dari macam-macam badan 
perjuangan dan laskar-laskar bersenjata seperti, BPRI, Laskar Buruh Indonesia, Laskar 
Rakyat, Laskar Putri Indonesia, Hisbullah, Barisan Banteng, Laskar Kere, dan  Pesindo. 
Tanggal 24 Januari 1946 TKR berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia, yang 
dengan demikian Divisi X TKR lalu berubah menjadi Divisi IV TRI dan kemudian 
beberapa bulan kemudian Divisi IV TRI ini menerima seluruh panji-panji dengan nama “ 
Panembahan Senopati “ dan sejak itu pula Divisi IV TRI tersebut terkenal dengan nama 
Divisi Panembahan Senopati.22 
B. Pergolakan Sosial Politik di Surakarta 
1. Penculikan pimpinan pemerintahan di Surakarta 
Residen Iskaq dan wakilnya Soediro dalam kedudukannya di Surakarta mendapat 
dekking dari partai PNI yang merupakan salah satu partai yang memiliki kekuatan yang 
banyak di daerah Surakarta. Wakil Residen Soediro juga mendapatkan dekking dari 
Barisan banteng karena beliau adalah Wakil Ketua Markas Besar Barisan Banteng. Posisi 
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22 Wawancara dengan H.S Soemaryono, tanggal 4 Maret 2010 
tersebut menguntungkan bagi kedua tokoh dan pengikut-pengikutnya, namun tidak bagi 
golongan politik lainnya, khususnya golongan sayap kiri ( Sosialis ), meskipun di satu 
sisi golongan politik sosialis ini memiliki simpati terhadap pemerintahan Residen Iskaq 
dan Wakilnya dalam hal menghapuskan feodalisme yang juga mendapatkan dukungan 
dari kaum pergerakan dan golongan anti Swapraja. 
Dalam situasi yang tidak kondusif tersebut, terjadilah penculikan atas Residen 
Iskaq dan Wakilnya Soediro. Penculikan itu dipimpin oleh Alip Hartoyo yang dikenal 
sebagai tokoh BPRI ( Barisan Pemberontakan Republik Indonesia ). Kabar berita 
penculikan tersebut  kemudian disampaikan kepada Dr. Muwardi sebagai Ketua Barisan 
Banteng dan langsung menuju ke tempat ataupun markas yang sudah diduduki kaum 
komunis yang diduga untuk menyembunyikan Residen Iskaq dan Wakilnya Soediro 
tersebut. Sampai di tempat yang dituju ternyata para kaum Komunis yang banyak dari 
Partai Sosialis sudah siap untuk melantik Residen dan Wakil dari golongan mereka 
sendiri yaitu, Soyas dan H. Dasuki. Mengetahui hal tersebut, pimpinan Barisan Banteng, 
Dr. Muwardi kemudian memberikan ultimatum untuk segera membebaskan Wakil 
Residen Soediro, yang merupakan Wakil Ketua dari Barisan Banteng, dan pada akhirnya 
pun Wakil Residen Soediro dibebaskan oleh para penculik, namun tidak demikian halnya 
dengan Residen Iskaq. Wakil Residen Soediro setelah terbebas dari penculikan, 
kemudian memberitahu putra dari Residen Iskaq yang menjadi Tentara Pelajar bahwa 
ayahnya diculik. Mendengar kabar berita tersebut, putra dari Residen Iskaq kemudian 
berusaha mencari ayahnya, dan pada malam harinya Residen Iskaq dibebaskan oleh para 
penculik.  
 
2.  Kondisi di Surakarta menjelang Pemberontakan PKI Madiun 1948 
Kondisi Surakarta sendiri merupakan gejolak yang timbul sebagai akibat dari 
adanya beberapa kalangan yang tidak puas ataupun tidak menghendaki dengan kebijakan-
kebijakan dari pemerintah Pusat. Pada waktu itu adalah pada masa kabinet Hatta, dengan 
berbagai kebijakannya, diantaranya reorganisasi dan rasionalisasi (RERA). Kebijakan-
kebijakan politik yang telah dilakukan kabinet Hatta tersebut mendapat tentangan dari 
dalam negeri, yaitu dari kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terbentuk tahun 
1948 di Surakarta dengan pemimpinya Amir Syarifuddin dan merupakan koalisi dari 
Partai Buruh, Partai Sosialis, dan Pesindo yang setelah itu kemudian FDR ini 
menggabungkan diri dengan PKI.23 Pertentangan antara pemerintah dan FDR/PKI ini 
semakin tajam dan mengarah ke bentrokan senjata, dan pada akhirnya Presiden Soekarno 
kemudian mengumumkan keadaan perang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk 
mengatasi situasi yang sedang kacau. 
Jenderal Soedirman selaku panglima tinggi, kemudian memerintahkan untuk 
mengirimkan bala bantuan dari Divisi Siliwangi yang memang sedang berada di Jawa 
Tengah. Di daerah Surakarta sendiri, selain adanya pasukan dari Divisi Siliwangi 
tersebut, juga merupakan pusat konsentrasi pasukan-pasukan seperti TNI, Tentara 
Pelajar, dan pasukan-pasukan yang tidak resmi yang merupakan laskar-laskar bersenjata 
seperti, Pesindo, BPRI, Barisan Banteng, Hisbullah. Pasukan-pasukan ini mempunyai 
markas di Kota Surakarta, namun pasukan-pasukan ini tidak semuanya setuju atau 
mendukung dengan kebijakan Kabinet Hatta, yang salah satu programnya terkenal 
dengan nama RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi. Kelompok yang siap 
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melaksanakan RERA (reorganisasi dan rasionalisasi) terdiri dari Batalyon Pelajar, 
Hisbullah dan Barisan Banteng.24 
Adapun kelompok atau pasukan yang tidak mau melaksanakan RERA atau 
kelompok pro-FDR terdiri dari kesatuan-kesatuan Divisi IV/Panembahan Senopati yang 
kemudian berubah nama menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) 
dengan mendapat tambahan dari kesatuan-kesatuan mantan-mantan TNI di masyarakat 
dan Pesindo. Pengaruh FDR teramat kuat di kalangan Divisi IV Panembahan Senopati di 
bawah Kolonel Sutarto yang kira-kira berjumlah 5000 orang. Daerah Divisi IV terutama 
berada di Surakarta yang sangat strategis. Dalam rasionalisasi, Divisi IV dijadikan 
kesatuan Reserve Umum bersama dengan Divisi I Siliwangi.25 Kondisi yang tidak 
menguntungkan FDR di Surakarta inilah yang menjadi pemicu perselisihan antara tentara 
yang Pro-Amir dengan tentara yang Pro-Pemerintah. Penghapusan Divisi IV diubah 
menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) dengan Panglima Kolonel 
Sutarto. Komando pertempuran ini terdiri dari lima brigade dengan 20 batalion.  
Seandainya program RERA berjalan, maka golongan Front Demokrasi Rakyat 
(FDR) adalah golongan yang paling dirugikan, karena FDR telah membina dan 
memasukkan orang-orang yang pro FDR dalam pucuk pimpinan dalam angkatan perang 
Indonesia. Kebijakan RERA tentang rasionalisasi ini dianggap akan memperlemah 
Republik Indonesia dan oleh karena itu kebijakan ini ditentang dan orang-orang maupun 
golongan yang menentang kebijakan tersebut mencari kepemimpinan politik pada FDR 
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25 Soe Hok Gie, 1997, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta : Bentang Budaya, 
halaman 195-196. 
 
yang merupakan satu-satunya golongan politik yang militan menentang politik 
pemerintah.26 
Akhir bulan Agustus, kondisi keamanan di Surakarta semakin panas, yang 
disebabkan karena adanya penculikan para pemimpin-pemimpin dari tentara dan dari 
badan perjuangan. Selain permasalahan penculikan itu, muncul masalah penting yang 
lainnya, mengenai soal tuntutan para opsir yang diculik, semakin meningkatkan 
pertentangan  antara politik kanan kontra kiri dan usaha untuk menjatuhkan pemerintahan 
yang sah. 
Penculikan para opsir atau pimpinan-pimpinan tentara tersebut dipusatkan di 
Srambatan, depan Stasiun Balapan. Anak buah dari opsir-opsir tersebut menuntut 
komandannya kembali, sehingga mereka mengadakan serangan terhadap Markas Tentara 
Hijrah (Pasukan Siliwangi) di Srambatan mulai siang sampai sore hari. Pertama, opsir-
opsir tadi mengumumkan mengadakan latihan besar-besaran di seluruh Kota Surakarta, 
namun setelah tiba di markas Pasukan Siliwangi yang hijrah, di Srambatan, lalu 
kemudian para opsir-opsir tersebut diberi komando menyebar dan mengepung markas 
tadi dengan senjata lengkap. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari, karena pasukan 
Siliwangi juga mengadakan perlawanan terhadap serangan tersebut. Hal itu 
mengakibatkan jatuhnya korban dari ALRI maupun dari Tentara Hijrah Kejadian itu 
terjadi sekitar pertengahan Bulan September 1948. 
Penyerbuan Asrama Srambatan Surakarta yang penuh dengan anggota Siliwangi 
yang sedang hijrah itu, karena provokasi dari FDR. Namun penyerbuan itu tidak terlalu 
berakibat sangat fatal, karena pasukan Hijrah Siliwangi ini sudah terlatih keberanian dan 
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keterampilannya. Pertempuran telah membawa banyak korban di kalangan penyerbu 
sendiri, yang ternyata adalah pasukan ALRI yang diinfiltrasi oleh FDR/PKI 
sebelumnya.27 
 
3. Pemberlakuan Daerah Surakarta sebagai Darurat Militer 
Menghadapi situasi di kota Surakarta yang sedang kacau, Panglima Besar 
Soedirman  mengeluarkan perintah harian yang menyatakan  bahwa APRI adalah  alat 
negara dan penjamin kedaulatan negara. Serangan terhadap alat negara akan dianggap  
sebagai serangan terhadap  kedaulatan negara, dan selanjutnya atas saran dari Panglima 
Besar kepada Presiden  RI selaku panglima tertinggi, setelah berunding dengan Kepala 
Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 16 September 1948 malam bersama 
Komandan Gatot Soebroto memutuskan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perang 
saudara di Surakarta adalah menempatkan pimpinan yang tegas. Presiden Soekarno 
menyetujui dan kemudian mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer 
Surakarta yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan 
tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara. 
Bertepatan dengan kedatangan Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto di 
Surakarta pada 18 September 1948, dan mulai terdesaknya pasukan FDR/PKI dalam 
pertempuran-pertempuran di Surakarta, PKI kemudian melakukan pemberontakan di 
Madiun. Pemberontakan itu selanjutnya memberikan kejelasan bagi Kolonel Gatot 
Soebroto bahwa insiden-insiden yang terjadi di Surakarta didalangi oleh PKI. Tindakan 
yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur Militer adalah menginstruksikan  semua 
kekuatan bersenjata di Surakarta untuk menghentikan tembak-menembak selambat-
                                                 
27 Karkono Kamajaya, op.cit., halaman 27. 
lambatnya tanggal 20 September 1948 jam 24.00, dan keesokan harinya semua 
komandan pasukan yang saling bermusuhan harus melaporkan diri, dan mereka yang 
tidak melapor akan dianggap pemberontak. Keadaan di kubu FDR/PKI adalah melakukan 
perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Sumarsono, seorang pemuda pimpinan 
Pesindo, Kolonel Joko Suyono, Komandan Brigade XXIX Letnan Kolonel Dachlan. 
Perebutan kekuasaan itu didukung oleh kesatuan-kesatuan dari Brigade XXIX, bagian 
TNI yang telah masuk ke dalam kekuatan tempur FDR/PKI. Pendukung tersebut 
mengangkat Gubernur Militer, Komandan Komando Militer Daerah, dan Residen baru 
yang berasal dari FDR/PKI.28 
Presiden Soekarno setelah itu menyatakan bahwa PKI Muso telah mengadakan 
kup dan mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun yang dipandang sebagai 
permulaan merebut seluruh Pemerintah RI dan Presiden Soekarno juga menginstruksikan 
untuk segera merebut Madiun dari perampasan FDR/PKI. Pernyataan tegas Presiden 
Soekarno tersebut disusul denagan instruksi Panglima Besar Soedirman tanggal 19 
September 1948 yang berintikan menetapkan Kolonel Soengkono sebagai Gubernur 
Militer Jawa Timur, menunjuk Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Jawa 
Tengah, serta menugaskan Brigade Sadikin untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan 
PKI Muso.  
Perintah Presiden Soekarno untuk secepat mungkin merebut kembali Madiun dan 
instruksi Panglima Besar Soedirman dibahas lebih lanjut dalam rapat Dewan Siasat 
Militer pada 20 September 1948. Pada sidang tersebut ditekankan  agar operasi  
penumpasan oleh APRI itu dilaksanakan secepat mungkin karena bila tidak, Belanda 
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akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan intervensi militernya. Kecepatan 
operasi militer untuk merebut kembali Madiun berarti kemenangan berada di tangan kita. 
Kepala Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution sanggup untuk merebut Madiun dalam dua 
Minggu, dan kemudian menjabarkan tugas strategis itu dalam rencana-rencana operasi. 
Ada tiga sasaran operasi yang telah ditetapkan, yaitu merebut kembali Madiun, 
Purwodadi, dan Pacitan, dengan Madiun sebagai sasaran utamanya. Kelanjutan keputusan 
Dewan Siasat Militer itu berjalan sangat cepat. Panglima Besar beserta Panglima 
Pertahanan Jawa Tengah Kolonel Bambang Soegeng pada tanggal 21 September 1948 
datang ke Surakarta untuk menyampaikan perintah dan memberikan penjelasan 
operasional pelakasanaaan perebutan kekuasaaan kembali wilayah Madiun. Usaha dalam 
penumpasan pemberontakan PKI tersebut, Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto 
mendapatkan bantuan pasukan tempur dari Divisi Siliwangi sekitar 3 Brigade, yaitu 
empat batalion Brigade Siliwangi I di bawah pimpinan  Letnan Kolonel Kusno Utomo 
yang bergerak  ke utara Surakarta melalui poros Surakarta-Kalioso-Gemolong untuk 
merebut sasaran utama Purwodadi. Tiga Batalion Brigade Siliwangi II di bawah 
pimpinan Letnan Kolonel Sadikin yang bergerak dari barat dengan poros utama 
Surakarta-Karanganyar-Tawangmangu-Sarangan-Plaosan-Magetan untuk merebut 
sasaran utama Madiun. Dua Batalion Brigade  Siliwangi III di bawah pimpinan Mayor 
Nasuhi yang bergerak melalui poros Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Baturetno-Giriwoyo-
Punung untuk merebut sasaran utama Pacitan.29 Suasana Kota Solo menjadi berubah, 
yaitu tidak adanya lagi cemoohan terhadap pasukan Siliwangi dan meneriakkan umpatan-
umpatan kepada FDR. 
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RRI Yogyakarta mengabarkan  bahwa pasukan Siliwangi di bawah pimpinan 
Letkol Sadikin telah berhasil merebut kembali Madiun pada tanggal 30 September 1948 
pukul 16.00 dari tangan Komunis, kurang dari dua minggu  sejak menerima perintah pada 
21 September 1948. Gubernur Militer untuk Surakarta-Semarang-Pati kemudian 
memerintahkan Brigade Siliwangi I untuk kembali ke basisnya di Yogyakarta dan 
Magelang setelah berhasil melaksanakan tugasnya. Operasi penumpasan  pemberontakan 
PKI Madiun yang dilakukan Brigade-brigade Siliwangi bersama kesatuan-kesatuan TNI 
dan kesatuan-kesatuan lain yang tetap setia pada pemerintah RI berlangsung 72 hari. Hal 
tersebut terhitung sejak dimulainya perebutan kekuasaan di Madiun tanggal 18 
September 1948 sampai tertangkapnya Amir Syarifuddin pada akhir November 1948 di 
Purwodadi. Tanggal 1 Desember 1948, Brigade Siliwangi yang telah menyelesaikan 
tugas menumpas pemberontakan PKI melakukan upacara  militernya yang terakhir di 
Solo. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DARURAT MILITER 
SURAKARTA SEBAGAI DAMPAK AGRESI MILITER BELANDA II 
Setelah berakhirnya pemberontakan PKI di Madiun, para pemimpin nasional 
bersama-sama degan para pimpinan Tentara Nasional Indonesia kemudian berkonsentrasi 
melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan dilaksanakannya Agresi Militer 
Belanda. Persiapan ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia setelah gagalnya usaha 
penyelesaian secara diplomatis.  
Markas Besar Komando Jawa (MBKD) kemudian merencanakan pelaksanaan 
sistem pertahanan rakyat semesta, jika nantinya pemerintah Belanda benar-benar 
melaksanakan serangan militer terhadap Republik Indonesia. Sistem pertahanan rakyat 
semesta ini adalah suatu pelaksanaan perang yang melibatkan seluruh rakyat bersama-
sama dengan Angkatan Perang. Penjabaran dari sistem pertahanan ini diterangkan dalam 
Perintah Siasat No.1 dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. 
Penyusunan Perintah Siasat No.1 ini berdasarkan atas hasil dari pengolahan dan 
pengalaman yang didapat TNI selama Agresi Militer Belanda yang pertama tanggal 21 
Juli 1947 di Jawa Barat. Pasukan Belanda yang mempunyai peralatan yang lebih maju 
dan modern, jika dibandingkan dengan Angkatan Perang Republik Indonesia tidak bisa 
diimbangi apalagi ditahan hanya oleh Angkatan Perang saja, tapi perlu juga dilakukan 
perlawanan oleh rakyat secara terorganisasi. Adapun isi dari Perintah Siasat No.1 adalah 
:30 
1)   Tidak akan melakukan pertahanan yang linier. 
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2) Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total serta bumi 
hangus total. 
3) Tugas membentuk kantong-kantong di tiap Onderdistrik Militer yang mempunyai 
pemerintahan gerilya (disebut wehrkreise) yang totaliter dan mempunyai pusat  di 
beberapa kompleks pegunungan. 
4) Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari “Daerah Federal” untuk wingate 
(menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, hingga 
seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang luas. 
5) Eksistensi Pemerintah RI tetap dipertahankan. 
 Tujuan pokok dari perintah siasat di atas adalah untuk mengadakan perlawanan 
secara bergerilya yang dilakukan oleh tentara dan rakyat Indonesia untuk 
mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, jika nantinya terjadi Agresi 
Militer Belanda yang kedua. 
 
A. Pelaksanaan Agresi Militer Belanda II 
Adanya Perintah Siasat yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal 
Soedirman tersebut akhirnya terlaksana, karena pemerintahan Belanda melancarkan 
Agresi Militer yang kedua terhadap Indonesia, terutama di wilayah Ibukota Yogyakarta. 
Hal itu membuat berbagai rangkaian perundingan yang telah dilakukan antara kedua 
belah pihak, yaitu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak cukup 
menghasilkan kesepakatan politik dan mengalami kegagalan dan membuat hubungan 
antara kedua pemerintahan yang terlibat konflik semakin bertambah buruk. 
Tanggal 19 Desember 1948 pemerintah Belanda akhirnya melaksanakan Agresi 
Militer yang kedua terhadap Republik, setelah pasukan-pasukan Belanda melanggar 
perjanjian gencatan senjata. Berita pertama tentang Belanda memutuskan perjanjian 
gencatan senjata Renville diterima di Yogyakarta pukul 5.30 sore berupa suatu serangan 
pesawat-pesawat pembom Belanda di atas lapangan udara terdekat, tepatnya di Maguwo. 
Pemerintah sangat terkejut dengan adanya pelaksanaan Agresi Militer Belanda tersebut, 
meskipun sebelumnya pemerintah bersama dengan TNI telah memperkirakan akan 
terjadinya serangan militer tersebut, namun pemerintah Indonesia tidak menyangka jika 
pasukan Belanda berani melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyerang Ibukota 
Republik Indonesia di Yogyakarta, karena pada saat itu komisi jasa-jasa baik PBB (KTN) 
sedang di wilayah Republik, yaitu tepatnya di Kaliurang yang letaknya sangat dekat 
dengan Ibukota Republik.31 
Bom dan roket dijatuhkan di berbagai tempat, tetapi lebih banyak dijatuhkan di 
tempat yang di tempati militer, di tengah kota, dan pesawat-pesawat terbang menyapu 
sepanjang maupun menyilang jalan. Sesuai dengan rencana, kesatuan-kesatuan tentara 
yang berkedudukan di Ibukota mulai mengosongkan kota dan pergi ke tempat-tempat 
pertemuan di luar kota untuk menyiapkan taktik-taktik gerilya yang sudah mereka 
rencanakan untuk dipakai bila pada akhirnya terjadi peristiwa seperti yang diperkirakan. 
Menjelang tengah petang, setelah mengepung kota, pasukan Belanda berhasil mencapai 
pusat kota ke Istana Presiden.  
 
                                                 
31 Komisi jasa-jasa baik PBB tersebut rencananya akan berada selama dua sampai tiga Minggu 
sebelum nantinya akan kembali ke Batavia, lihat, George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di 
Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, halaman 426-427. 
B.  Berdirinya Pemerintahan Darurat di Jawa 
1. Pemerintahan Darurat Sipil 
Adanya Serangan Militer Belanda yang kedua telah menyebabkan didudukinya 
Ibukota Republik Indonesia dan menawan orang-orang penting dalam pemerintahan 
Republik Indonesia. Presiden, Wakil Presiden dan beberapa orang anggota kabinet yang 
berada di Yogyakarta ikut tertawan. Tertawannya para pemimpin nasional dan orang-
orang penting pemerintahan tersebut membuat pemerintahan sipil Republik yang 
berpusat di Yogyakarta menjadi lumpuh dan tidak bisa lagi menjalankan roda 
pemerintahan. Komandan Belanda di Jawa Tengah Mayor Jenderal Meyer meminta agar 
Presiden Soekarno memerintahkan pasukan Republik Indonesia untuk menghentikan 
perlawanan, tapi permintaan dari Mayor Jenderal Meyer tersebut ditolak oleh Presiden 
Soekarno, dan beliau tetap tidak mau memerintahkan untuk menghentikan perlawanan. 
Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Mr. Assaat ( Ketua 
Badan Pekerja dan Parlemen ), Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo ( Sekretaris Presiden ), H. 
Agoes Salim, Mr. Ali (Menteri Pendidikan), dan komodor Udara Suriadarma 
diterbangkan Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka (lepas pantai timur Sumatra 
tengah). Presiden Soekarno, Syahrir, dan Agoes Salim dipisahkan dari yang lainnya dan 
diterbangkan ke Berastagi dan akhirnya nanti dipindahkan ke Propan, Danau Toba yang 
terletak di sekitar daerah perbatasan Sumatra Tengah dan Sumatra Utara32 
Kondisi Ibukota Republik yang sedang kacau ini memang sudah diharapkan oleh 
pemerintahan Belanda, karena apabila pemerintahan di Ibukota Republik lumpuh dan 
terjadi kekosongan pemerintahan, maka pemerintah Belanda akan semakin leluasa untuk 
                                                 
32 George McTurnan Kahin, op.cit., halaman 428-429. 
 
menciptakan jenis peraturan politik bagi seluruh daerah Republik Indonesia seperti yang 
Pemerintah Belanda kehendaki sebelumnya.33 
a. Usaha Mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia 
Saat terjadinya peristiwa serangan militer Belanda yang kedua di Yogyakarta, ada 
beberapa menteri yang sedang berada di luar kota, selain Syafruddin Prawiranegara yang 
sedang berada di Bukittinggi, masih ada beberapa menteri yang ada di luar Ibukota 
Yogyakarta, yaitu menteri dalam negeri dr. Soekiman, menteri kehakiman Mr. Soesanto, 
Soepeno yang menjabat sebagai menteri pembangunan dan pemuda, dan menteri 
pembagian makanan rakyat, yaitu I.J. Kasimo. Menteri-menteri tersebut tidak dapat 
menghadiri sidang kabinet yang telah berlangsung tanggal 19 Desember 1948 di 
Yogyakarta, sehingga mereka tidak mengetahui tentang adanya mandat kepada Menteri 
Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang ada di Bukittinggi untuk membentuk 
Pemerintahan Darurat. 
Keempat menteri yang tidak bisa menghadiri sidang kabinet tersebut pada tanggal 
20 Desember 1948 berkumpul di Surakarta untuk mengadakan pertemuan setelah 
mengetahui bahwa Ibukota Republik Yogyakarta telah diserang pasukan Belanda. Pada 
pertemuan ini dibahas tentang kelanjutan pelaksanaan pemerintahan sipil setelah 
terjadinya Agresi Militer Belanda yang kedua yang menyebabkan pemerintahan di 
Ibukota mengalami kekosongan. Pada pertemuan tersebut para menteri sepakat untuk 
mengambil keputusan tetap mempertahankan pemerintahan sipil Republik Indonesia 
dengan jalan membentuk Pemerintahan Darurat.34 Keputusan untuk membentuk 
                                                 
33 Ibid, halaman 495. 
34 Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya, 
Jakarta : PT. Gramedia, 1980, halaman 63. 
pemerintahan darurat  ini diambil setelah para menteri tersebut menerima informasi 
bahwa para pemimpin nasional yang ada di Ibukota Republik telah ditawan oleh Pasukan 
Belanda. Pembentukan Pemerintahan Darurat di Surakarta oleh para menteri ini 
didasarkan atas keputusan yang telah diambil pada sidang Kabinet yang mengandung inti 
bahwa pemerintahan Republik untuk sementara dijalankan oleh dr. Soekiman, Mr. 
Soesanto, dan Ir. Djoeanda, karena presiden Soekarno akan ke India untuk menghadiri 
undangan dari Perdana Menteri India, Nehru, sementara Wakil Presiden Muhammad 
Hatta akan mengambil cuti karena beliau sedang sakit. 
Pemerintahan Darurat yang ada di Surakarta ini diketuai oleh dr. Soekiman dan 
Mr. Soesanto diangkat sebagai wakil ketuanya. Sebelum mereka melaksanakan 
Pemerintahan Darurat, menurut rencana, para menteri tersebut akan mengadakan 
pertemuan dengan Sri Sunan dan Mangkunegaran pada keesokan harinya, tapi pertemuan 
itu batal karena pasukan Belanda yang melaksanakan serangan militernya telah bergerak 
mendekati daerah Surakarta dan dengan segera para menteri tersebut memutuskan untuk 
meninggalkan Surakarta dan bergerak menuju ke arah Timur, yaitu ke Tawangmangu.35 
b. Pembentukan Komisariat Pemerintahan Di Jawa 
Tanggal 22 Desember 1948 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 
berhasil dibentuk oleh Syafruddin Prawiranegara bersama dengan para tokoh nasional 
yang ada di Bukittinggi. Berdirinya PDRI Di Sumatra ini membuat pemerintahan Pusat 
Republik Indonesia untuk sementara pindah ke Bukittinggi, karena pemerintahan pusat 
yang ada di Ibukota Republik Yogyakarta tidak dapat berjalan setelah terjadi kekosongan 
                                                                                                                                                 
 
35 Ibid ,halaman 64. 
 
pemerintahan dengan tertawannya presiden dan Wakil Presiden serta para anggota 
kabinet. 
Pindahnya pemerintahan pusat ke Bukittinggi membuat wilayah Jawa 
memerlukan suatu pemerintahan sipil yang menguasai Jawa. Hal ini untuk menghindari 
adanya kekosongan pemerintahan di daerah Jawa. Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) 
Kolonel Simatupang kemudian menyampaikan saran melalui Radio kepada PDRI yang 
berpusat di Bukittinggi, agar PDRI membentuk satu direktorium di Jawa yang anggota-
anggotanya terdiri atas Jenderal Soedirman dan para menteri yang ada di daerah Gerilya, 
seperti I.J. Kasimo, Soesanto, Soepeno, Masykoer, dan Soekiman dengan tujuan untuk 
mengoordinir segala aktivitas perjuangan yang ada di Jawa, dan menunjukkan bahwa 
pemerintahan sipil masih tetap ada serta berada di tengah-tengah rakyat dan tentaranya 
yang sedang berjuang.36 
Tanggal 2 Januari 1949, Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berada di 
Sumatra mengambil keputusan untuk membentuk Komisariat Pemerintahan Pusat Djawa 
(KPPD), dan KPPD ini merupakan satu bagian dari PDRI yang berada di Bukittinggi. 
Keputusan PDRI membentuk KPPD mendapat sambutan yang positif oleh para menteri 
yang ada di Jawa dan tidak ikut menjadi tawanan Belanda, walaupun sebelumnya para 
menteri tersebut tidak mengetahui tentang adanya mandat dari Presiden dan Wakil 
Presiden kepada Menteri Kemakmuran untuk membentuk Pemerintahan Darurat di 
Sumatra. Setelah mengetahui dengan jelas keputusan dari sidang kabinet tanggal 19 
Desember 1948, maka para menteri yang sebelumnya telah membentuk pemerintahan 
                                                 
36 Rochim, “ Peranan Administrasi Sipil dan Militer di Jawa pada masa Pemerintahan Darurat RI 
1948-1950 “, Skripsi, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 2002, halaman 52. 
darurat di Surakarta ini segera bergabung dengan KPPD. Bergabungnya para menteri 
tersebut karena mereka merasa sebagai bagian dari Pemerintahan Darurat yang berpusat 
di Sumatra, dan kemudian para menteri itu segera melanjutkan pekerjaannya, terutama 
yang mengenai tugas-tugas masing-masing dalam kabinet Hatta.37 Pemerintahan Darurat 
yang ada di Surakarta akhirnya bergabung dan melebur ke dalam KPPD yang dibentuk 
oleh PDRI. 
Ketua KPPD dijabat oleh dr. Soekiman, sedangkan Mr. Soesanto menjabat 
sebagai wakil ketua KPPD. PDRI juga mengangkat Jenderal Soedirman sebagai 
Panglima Besar Pemerintahan Darurat, dan Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima 
Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Masuknya menteri-menteri yang ada di Jawa ke 
dalam PDRI membuat susunan kabinet PDRI yang telah disusun sebelumnya mengalami 
penyempurnaan. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI pada tanggal 31 Maret 
1949 mengeluarkan pengumuman tentang penyempurnaan kabinet PDRI.38. Mr. Soesanto 
diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman, dr. Soekiman menjabat 
sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan. I.J. Kasimo sebagai 
Menteri Kemakmuran termasuk juga Pengawasan Makanan Rakyat (PMR), serta K.H. 
Masjkoer menjabat sebagai Menteri Agama. Menteri-menteri yang ada di Jawa selain 
sebagai anggota kabinet PDRI, juga sebagai pemimpin Komisariat Pemerintahan Pusat di 
Jawa (KPPD). Menteri-menteri tersebut dapat memutuskan segala urusan yang mengenai 
daerah Jawa, sehingga wilayah Jawa memiliki perwakilan pemerintahan sipil, dan hal ini 
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38 Ibid, halaman 21. 
membuat kekosongan pemerintahan yang diharapkan oleh Pemerintahan Belanda tidak 
terjadi. 
 
2. Pemerintahan Darurat Militer 
Keadaan Republik Indonesia yang sedang kacau tersebut dikarenakan adanya 
serangan Belanda yang kedua terhadap bangsa Indonesia secara otomatis membuat 
berbagai pihak segera menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang 
terjadi, tidak terkecuali dari pihak militer Indonesia. Meskipun sudah berdiri 
pemerintahan darurat sipil di Bukittinggi dan berdiri pula KPPD, namun hal ini dirasa 
belum cukup kuat untuk mewaspadai segala kemungkinan yang nantinya akan 
dilancarkan pihak pemerintah Belanda, tidak terkecuali menghadapi kemungkinan 
serangan militer ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Persiapan yang dilakukan oleh 
TNI dalam menghadapi kemungkinan terjadinya serangan militer Belanda yang kedua 
adalah dengan menyusun suatu sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pelaksanaan dari 
sistem ini melibatkan Angkatan Perang Republik Indonesia (TNI) dan seluruh rakyat 
Indonesia. Penjabaran dari sistem pertahanan rakyat semesta diterangkan dalam Perintah 
Siasat No. 1 dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang dikeluarkan 
tanggal 12 Juni 1948 namun baru disebarluaskan setelah dilengkapi dengan instruksi 
Panglima Besar No. 1 tanggal 9 November 1948.39 
a. Pelaksanaan Perintah Siasat No. 1 
                                                 
39 Paguyuban Para Pelaku Pemerintahan RI Balaikota Surakarta dalam Pendudukan Belanda 1948-
1950, loc.cit. 
 
Perintah Siasat No. 1 adalah suatu rencana umum yang disusun oleh Markas 
Besar Tentara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan Militer Belanda yang 
kedua. Perintah tersebut dilaksanakan setelah Pemerintahan Belanda melancarkan Agresi 
Militer yang kedua terhadap Republik, dan pelaksanaannya didahului dengan 
dikeluarkannya Perintah Kilat dari panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, 
Jenderal Soedirman. Perintah Kilat tersebut disusun dan dipersiapkan oleh Jenderal 
Soedirman sebelum berangkat menghadap kepada Presiden40. Setelah pulang dari Istana 
Negara, Jenderal Soedirman kemudian memutuskan untuk ikut bergabung bersama 
dengan tentara memimpin perjuangan secara bergerilya, dan sebelum meninggalkan kota, 
beliau telah memerintahkan ajudannya, yaitu Kapten Soeparjo untuk menyampaikan 
perintah kilat, yang ditujukan kepada seluruh anggota Angkatan Perang Republik 
Indonesia melalui Radio Republik Indonesia, dan inti dari isi perintah kilat tersebut 
menyatakan bahwa Republik Indonesia telah diserang oleh Pasukan Belanda, pada 
tanggal 19 Desember 1948 yang menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang 
Maguwo, pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata, dan 
semua Angkatan Perang Republik Indonesia menjalankan pelaksanaan rencana umum 
yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.41 Dikeluarkannya perintah 
                                                 
40 Jenderal Soedirman kala itu menghadap presiden di Istana Negara Yogyakarta untuk 
menanyakan keputusan pemerintah berkaitan dengan telah terjadinya Agresi Militer Belanda yang kedua, 
dan Pemerintah Republik Indonesia sedang dalam sidang kabinet yang berlangsung tanggal 19 Desember 
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Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 , Jakarta : Angkasa Bandung, 1992, halaman 184. 
 
41 Ibid. 
 
kilat di atas maka dimulailah pelaksanaan Perintah Siasat No.1 oleh TNI dan rakyat 
Indonesia. 
Setelah menerima berita tentang berlakunya Perintah Siasat No. 1 dari Panglima 
Besar Angkatan Perang, maka pasukan TNI bersama-sama dengan laskar-laskar pejuang 
dan rakyat segera melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan berdasarkan 
Perintah Siasat No. 1 tersebut. Sebagai tahap pertama dari pelaksanaan Perintah Siasat 
adalah melaksanakan bumi hangus terhadap bangunan-bangunan yang penting dan vital 
agar tidak jatuh ke tangan Belanda, sesuai dengan instruksi dari Markas Besar Komando 
Jawa. Aksi bumi hangus ini dilakukan juga di Surakarta, yang dilakukan oleh pemuda 
dan tentara dengan melaksanakan pembakaran terhadap bangunan-bangunan penting 
yang ada di Surakarta tersebut, yang antara lain adalah gedung ORI, gedung perkumpulan 
Belanda, Hotel Merdeka, dan pabrik gula Bangak yang dulunya merupakan tempat 
menyimpan logistik perang dari pasukan Belanda, serta gedung Gubernuran.42 Aksi Bumi 
Hangus juga dilaksanakan di berbagai daerah yang sedang terjadi serangan militer 
Belanda. 
Tahap berikutnya yang harus dilakukan oleh pasukan TNI adalah melaksanakan 
aksi Wingate atau mengungsi ke kantong-kantong pertahanan (Wehrkreise) masing-
masing. Aksi Wingate dilakukan oleh tentara yang ada di kota, mereka melakukan 
perjalanan keluar kota untuk menyusun kekuatan dan mengadakan perjuangan secara 
gerilya. Puncak dari aksi Wingate  yang dilakukan oleh TNI adalah aksi yang dilakukan 
oleh pasukan dari Divisi IV/Siliwangi, anggota Siliwangi yang berada di Jawa Tengah 
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sebagai konsekuensi dari persetujuan Renville harus melakukan perjalanan Long March 
kembali ke Jawa Barat dalam jumlah pasukan yang banyak. Perjalanan ini banyak 
mengalami hambatan-hambatan karena pasukan Belanda telah menguasai kota dan jalan-
jalan yang besar sementara daerah pegunungan dan pedesaan telah dikuasai oleh pasukan 
Darul Islam43, sehingga mereka harus menghadapi pasukan dari tentara Belanda dan 
Darul Islam. 
 
 
b. Berlakunya Pemerintahan Militer di Jawa 
Pelaksanaan Agresi Militer Belanda II ini bersifat total dan bertujuan untuk 
menghancurkan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan ketatanegaraan. Agresi Militer 
ini telah berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta, serta telah 
menawan para pemimpin Republik. Hal tersebut tentu saja mengancam pemerintahan 
Republik dari kehancuran, dan TNI beserta angkatan bersenjatanya yang mengetahui 
kejadian tersebut segera mengadakan konsolidasi dan menyusun persiapan untuk 
mengadakan serangan balasan sesuai dengan pola-pola perang gerilya dengan 
membentuk pertahanan di luar kota. Semua itu dijalankan sesuai dengan rencana yang 
telah dipersiapkan oleh pimpinan TNI, yang melalui perintah siasat maupun perintah 
Kilat Panglima Besar Jenderal Soedirman. 
                                                 
43 Pasukan Darul Islam berusaha mengadakan pemberontakan dan mendirikan negara Islam 
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karena adanya Agresi Militer Belanda II. A.H. Nasution, op.cit., halaman 322-330. 
 
Tanggal 22 Desember 1948 Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan 
Teritorium Djawa (PTTD) segera mengeluarkan Maklumat No. 2/ MBKD/ 1948 yang 
berisi tentang berlakunya Pemerintahan Militer untuk seluruh Pulau Jawa. Keputusan 
untuk mengeluarkan maklumat ini selain untuk mengatasi adanya kekosongan 
pemerintahan sipil, juga untuk membuktikan bahwa Pemerintahan Republik masih tetap 
tegak, dan tetap ada pemimpinnya.44 
Pengeluaran maklumat tentang berlakunya Pemerintahan Militer diatas 
berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 30 dan 70. Isi dari peraturan Pemerintah No. 
30 adalah tentang penetapan Pemerintahan Militer yang berarti semua alat kekuasaan 
negara berada dibawah militer, semua badan dan jawatan yang penting diorganisasi, dan 
berlakunya hukum militer.45 Peraturan Pemerintah No. 70 berisi tentang dibubarkannya 
Dewan Pemerintah Daerah (DPD), dan badan-badan pertahanan yang tidak sesuai dengan 
instruksi dari Markas Besar Angkatan Perang tanggal 9 November 1948, dalam peraturan 
ini juga ditetapkan tentang tanggung jawab komandan-komandan militer atas pertahanan 
total, dan perintah langsung dari komandan militer terhadap kepala daerah yang sederajat, 
serta perintah dari kepala daerah ( Residen, Bupati, Camat, Lurah ) terhadap semua 
instansi sipil di tiap-tiap daerahnya masing-masing.46 
Setelah resmi dikeluarkan maklumat ini, berarti di Pulau Jawa berlaku 
Pemerintahan Militer yang bersifat totaliter untuk menyelamatkan pemerintahan 
Republik Indonesia. Maklumat dari PTTD ini kemudian disebarluaskan ke seluruh Jawa 
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45 Baca, Instruksi Markas Besar Komando Jawa (MBKD), tentang Pemerintahan Militer seluruh 
Jawa, PDRI Dalam Khasanah Kearsipan, op.cit., halaman 130.  
 
46 Ibid. 
pada tanggal 25 Desember 1948 oleh para perwira yang ditugaskan sebagai utusan atau 
penghubung antara MBKD dengan kantong-kantong pertahanan yang ada di seluruh 
Pulau Jawa. Para perwira ini selain menyebarkan maklumat juga menyebarluaskan 
instruksi Bekerja tentang pelaksanaan Pemerintahan Militer untuk Pulau Jawa. 
c. Struktur Pemerintahan Militer 
Struktur Pemerintahan Militer ini, jabatan kepala pemerintahan militer dipegang 
oleh PTTD, Kolonel A.H. Nasution, kemudian struktur pemerintahan di bawahnya adalah 
Gubernur Militer. Jabatan Gubernur Militer ini dalam pemerintahan Militer dijabat oleh 
Panglima Divisi yang ada di Jawa. Dikarenakan Pulau Jawa dibagi menjadi empat divisi, 
maka secara otomatis ada empat orang yang menjabat sebagai Gubernur Militer. 
Keempat Panglima Divisi yang menjadi Gubernur Militer tersebut adalah : 
1) Kolonel Soengkono sebagai Panglima Divisi I, merangkap sebagai Gubernur 
Militer untuk daerah Jawa Timur. 
2) Kolonel Gatot Soebroto sebagai Panglima Divisi II, merangkap sebagai Gubernur 
Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Utara. 
3) Kolonel Bambang Soegeng sebagai Panglima Divisi III, merangkap sebagai 
Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Barat 
4) Letnan Kolonel Abimanyu sebagai Panglima Divisi IV, merangkap sebagai 
Gubernur Militer wilayah Jawa Barat.47 
Struktur Pemerintahan setelah Gubernur Militer adalah Pemerintah Militer Daerah 
(PMD) yang setingkat dengan Karesidenan, PMD dipimpin oleh Komandan daerah 
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Perlawanan ( Wehrkreise ) atau Sub Teritorial Comando ( STC ). Di bawah Pemerintahan 
Militer Daerah adalah Pemerintahan Militer Kabupaten ( PMKb ) yang dipimpin oleh 
Komandan dari Komando Distrik Militer ( KDM ), kemudian di bawahnya lagi adalah 
Pemerintah Militer Kecamatan ( PMKt ) yang dipimpin oleh Komandan dari Komando 
Onder Distrik Militer ( KODM ), dan dalam Pemerintahan Militer, struktur yang terendah 
adalah desa.48 
Dalam susunan Pemerintahan Militer di Jawa, hampir semua jabatan pimpinan 
struktur pemerintahan dijabat oleh militer, kecuali untuk wilayah Desa yang dipimpin 
oleh Lurah yang dipilih masyarakat setempat. Pejabat-pejabat sipil yang sebelumnya 
menduduki jabatan sebagai Gubernur, Residen, Bupati, dan Camat, pada masa 
pemerintahan militer ditempatkan dalam staf pimpinan. Gubernur dari sipil untuk 
sementara ditiadakan fungsinya dalam pemerintahan. Pejabat tersebut kemudian 
ditempatkan ke dalam staf Gubernur Militer sebagai penasihat untuk urusan sipil.49 
Kedudukan Bupati dalam Pemerintahan Militer memiliki hubungan tersendiri, KDM dan 
Bupati memiliki hubungan instansi yang bertindak bersama dalam mengeluarkan 
instruksi. 
Kesatuan daerah yang kompak adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan 
Pemerintahan Militer atau pemerintahan gerilya. Desa dan Kecamatan merupakan 
kesatuan daerah yang kompak serta merupakan daerah yang langsung dapat dipimpin. 
Desa dipimpin oleh Lurah yang sudah sangat mengenal keadaan wilayahnya, dan 
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kepemimpinan Lurah tetap ditaati oleh masyarakatnya. Dalam pemerintahan militer, 
maka Lurah adalah sendi pemeliharaan kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia, 
karena dalam kalangan rakyat desa, kepemimpinan Lurah menjadi suatu pegangan 
tertentu bagi rakyat.50 Pada masa pemerintahan Militer, seorang Lurah mempunyai peran 
yang sangat penting, karena Lurah merupakan seorang pemimpin yang sah dan diakui 
sebagai wakil dari negara. Oleh karena itu, desa harus dijaga keutuhannya sebagai daerah 
otonomi, dan dalam arti sipil, Lurah memegang penuh kekuasaan di desa, dan Lurah 
harus tetap dilindungi dari siasat propaganda lawan agar tidak mau bekerja sama dengan 
pemerintah Belanda. 
Di atas desa, kecamatan merupakan daerah yang juga dapat langsung dipimpin, 
wilayah kecamatan dipimpin oleh camat, merupakan pejabat yang dapat menguasai 
daerahnya secara utuh. Pemerintah Militer Kecamatan (PMKt) terdiri atas : KODM, Staf 
PMKt, dan Jawatan Sipil (Camat) Kepala PMKt dipegang oleh Komandan KODM dan 
dibantu Camat. Tugas dari PMKt adalah melaksanakan pertahanan total di daerahnya 
yang meliputi pertahanan de facto militer, pertahanan de facto pemerintahan, dan 
kesejahteraan rakyat. Pertahanan de facto militer diselenggarakan oleh KODM, 
pertahanan de facto pemerintahan diselenggarakan oleh jawatan sipil yang dipimpin oleh 
Camat, selain itu jawatan sipil juga menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. 
Pelaksanaan pemerintahan Militer atau pemerintahan gerilya secara teratur dan 
berwibawa memiliki arti yang sangat penting bagi kalangan tentara dan rakyat Indonesia 
yang sedang melaksanakan perang gerilya, karena dengan adanya pemerintahan militer, 
mereka masih bisa tetap merasakan adanya kedaulatan de facto RI, setelah pemerintahan 
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sipil Republik mengalami kekosongan sementara akibat tertawannya para pemimpin 
nasional. 
 
C. Pembentukan Pemerintah Militer di Surakarta 
Maklumat No. 2/ MBKD/ 1948 yang berisi tentang berlakunya Pemerintahan 
Militer untuk seluruh Pulau Jawa yang dikeluarkan Tanggal 22 Desember 1948 oleh 
Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD) ini selain 
untuk mengatasi adanya kekosongan pemerintahan sipil, juga untuk membuktikan bahwa 
Pemerintahan Republik masih tetap tegak, dan tetap ada pemimpinnya.51 Maklumat dari 
PTTD ini kemudian disebarluaskan ke seluruh Jawa pada tanggal 25 Desember 1948 oleh 
para perwira yang ditugaskan sebagai utusan atau penghubung antara MBKD dengan 
kantong-kantong pertahanan yang ada di seluruh Pulau Jawa. Para perwira ini selain 
menyebarkan maklumat juga menyebarluaskan instruksi Bekerja tentang pelaksanaan 
Pemerintahan Militer untuk Pulau Jawa. Pemerintahan darurat yang muncul dengan 
adanya suatu keputusan resmi dari pusat tersebut juga berlaku bagi wilayah Surakarta. 
Pemerintah Militer di Surakarta ini terbentuk sebagai konsekuensi adanya kondisi 
wilayah daerah yang sedang dalam keadaan perang. Dalam rangka merealisasikan 
perintah dari pusat, maka daerah Surakarta yang memiliki wilayah yang diduduki oleh 
pasukan Belanda juga membentuk suatu pemerintahan militer. Komando Militer Kota ( 
KMK ) Surakarta berdasarkan siaran kilat No : 5 yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Militer Daerah Kota Surakarta diubah menjadi Komando Militer Daerah Kota ( KMDK ) 
                                                 
51 PDRI Dalam Khasanah Kearsipan, halaman 37. 
 
Surakarta.52 Berdasarkan perintah siasat No. 1 dari Jenderal Soedirman, daerah Surakarta 
menjadi Sub-Wehrkreise (SWK) 106 Arjuna di bawah Komando Mayor Achmadi yang 
terdiri dari 5 (lima) Rayon, dengan dislokasi rayon-rayon I, II, III, IV, di sekeliling kota, 
sedangkan rayon V berkedudukan di dalam kota Surakarta .53 Adapun wilayah lain yang 
dibagi dalam daerah Sub Wehrkreise adalah sebagai berikut :54 
§ Sub Wehrkreise 100 ( wilayah Boyolali dan sekitarnya ) dengan komandannya Mayor 
Soeradji. 
§ Sub Wehrkreise 101 ( wilayah Klaten ) dengan komandannya Mayor Soenitioso. 
§ Sub Wehrkreise 102 ( wilayah Wonogiri, Baturetno, dan Pacitan ) dengan 
komandannya Mayor Soedigdo. 
§ Sub Wehrkreise 103 ( wilayah Sukoharjo ) dengan komandannya Mayor Soenaryo. 
§ Sub Wehrkreise 104 ( wilayah Karanganyar ) dengan komandannya Mayor Soeharto. 
§ Sub Wehrkreise 105 ( wilayah Sragen ) dengan komandannya Mayor Hartadi. 
§ Sub Wehrkreise 106 ( wilayah kota Surakarta ) dengan komandannya Mayor 
Achmadi.  
Pada tanggal 22 Desember 1948 Mayor Achmadi mengadakan rapat Komando 
Daerah Solo ( KDS ) untuk membagi pasukan ke dalam rayon-rayon, yang dihadiri oleh 
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para perwira Staf SWK 106 Arjuna, dan para Komandan Kompi Detasemen II Kota Solo 
dan Sekitarnya. Pembagian Rayon dilaksanakan sebagai berikut :55 
Rayon I : Wilayah Tenggara, meliputi daerah antara jalan Solo ke Jurusan Sragen 
dan Solo ke Jurusan Wonogiri, disebut juga Rayon Timur. Rayon ini dipimpin oleh 
Kapten Suhendro. 
Rayon II : Wilayah Timur Laut, meliputi daerah antara jalan Solo ke jurusan 
Sragen dan Solo ke jurusan Kalioso. Komandanya mula-mula Kapten Waskito Adji, 
kemudian diganti Letnan I Sumarto. 
Rayon III : Wilayah Barat Laut, meliputi daerah antara jalan Solo ke jurusan 
Kalioso dan dari Solo ke jurusan Kartasura dan Boyolali, disebut juga rayon Utara 
dengan komandannya Kapten Prakoso. 
Rayon IV : Wilayah Barat Daya, meliputi daerah antara jalan Solo ke jurusan 
Banyudono dan dari Solo ke jurusan Wonogiri, dengan komandannya Kapten Abdul 
Latief. 
Dengan berpedoman pada Perintah Siasat No. 1 dan petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan perang gerilya, tiap-tiap komandan Rayon dan Sub Rayon membawa 
pasukannya ke daerah gerilya yang telah ditentukan. Pembagian kekuatan ke rayon-rayon 
di kota Solo dan sekitarnya selesai pada tanggal 23 Desember 1948. Kemudian pada 
tanggal 8 Februari 1949 dibentuk lagi Rayon V, untuk mengoordinir segala kegiatan 
perjuangan di dalam kota Solo. Wilayah Rayon V meliputi Kota Solo dengan titik 
pusatnya di Pasar Pon. Penggunaan wilayah rayon-rayon dan Sub Rayon berlangsung 
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selama perang gerilya yang berjalan sekitar delapan bulan, dari 23 Desember 1948 
hingga 10 Agustus 1949.56 
Dalam perkembangan selanjutnya selama perang gerilya, dibentuk lagi dua daerah 
Sub Rayon yang masing-masing berdiri sendiri, baik di sebelah timur maupun sebelah 
barat, yakni Sub Rayon IV di Sawit dipimpin oleh Letnan I Sumarto dan kemudian oleh 
Letnan II Sayid Suyud, sedang Sub Rayon I semula dipimpin oleh Letnan I Muktio 
kemudian diganti oleh Letnan Bob Dengah. 
Tiap-tiap Rayon dibagi lagi dalam sektor-sektor, yaitu sektor I, II, dan III. Khusus 
untuk Rayon V ( dalam kota ) dibagi dalam empat sektor, yaitu sektor A, Sektor B, 
Sektor C, dan Sektor D. Komandan tiap-tiap Rayon atau sektor mempunyai wewenang 
komando dalam daerah gerilya, sehingga kalau ada pasukan pejuang yang lain harus jelas 
statusnya. Mereka harus bergabung dan tunduk pada perintah Komandan Rayon atau 
sektor setempat. Pasukan yang masuk daerah lain dengan tidak mau bergabung dan tidak 
mau tunduk pada perintah Komandan setempat, dinyatakan sebagi pasukan liar dan dapat 
ditindak oleh Komandan setempat.57 
 
D. Perjuangan Pasukan Sub Wehrkreise 106 Di Bawah Mayor Achmadi 
Tanggal 10 juni 1949 Mayor Achmadi menerima perintah dari Gubernur Militer 
Gatot Soebroto yang menyatakan bahwa anggota Angkatan Perang dan Pegawai 
Pemerintah Sipil sekeluarnya instruksi ini harus berjuang terus selama belum ada 
perintah gencatan senjata dari Gubernur Militer. Komandan  SWK 106/Arjuna, Mayor 
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Achmadi juga menyampaikan petunjuk serta instruksi untuk melaksanakan serangan 
umum menduduki kota Solo dengan mengikut sertakan kesatuan-kesatuan yang ada. 
Adapun pokok-pokok petunjuk maupun instruksinya adalah :58 
1) Serangan dilaksanakan baik malam ataupun siang hari secara bergantian dan tiap-tiap 
kelompok selalu harus pindah sasaran atau posisi, kecuali beberapa kelompok yang 
telah ditentukan lain. 
2) Pada awal serangan didahului dengan sasaran di jalan-jalan melalui tembakan-
tembakan yang tepat atau sesuai sasaran. 
3) Tujuan utama serangan umum adalah menduduki kota Solo. 
 Beberapa hari menjelang serangan umum terjadi di kota Solo, bergabunglah 
pasukan T.B.S ( Territoriale Batalyon Surakarta ) yang dibentuk oleh Belanda sehingga 
menguntungkan pihak Republik Indonesia. 
 Tanggal 7 Agustus 1949 pagi dimulailah serangan umum secara serentak terhadap 
kedudukan tentara Belanda di Surakarta. Penyerangan dilakukan oleh pasukan SWK 106 
di bawah Komandan Mayor Achmadi yang dibantu oleh pasukan lain dari luar daerah. 
Serangan ini cukup berhasil, walupun mendapat perlawanan dari pasukan tentara 
Belanda. Hari berikutnya, tanggal 8 Agustus 1949 serangan-serangan gencar diulangi lagi 
oleh pasukan Republik Indonesia. Hubungan anatar markas dan pos-pos Belanda 
diputuskan, sehingga pasukan Belanda terkurung  kedudukannya dan tidak dapat saling 
membantu. Pertempuran tetap berlangsung, namun Letkol Slamet Riyadi selaku 
Komandan Pertempuran Panembahan Senopati mengeluarkan perintah yang intinya agar 
mengadakan serangan perpisahan ke kota Solo secara umum pada tanggal 10 Agustus 
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1949 pagi sampai sore. Pada pukul 24.00 serangan harus sudah selesai dan semua 
gerakan militer harus dihentikan sama sekali, sesuai instruksi dari Presiden.59 
 Puncak serangan umum terjadi pada tanggal 10 Agustus 1949, dengan ikut 
sertanya pasukan TNI Brigade V di bawah pimpinan Letkol. Slamet Riyadi. Pasukan dari 
luar kota itu datang ikut terjun dalam serangan umum dengan menyerbu tiap penjuru 
markas Belanda. 
 Hasil serangan umum menguntungkan pihak Republik Indonesia baik di bidang 
militer maupun bidang politik. Sebagian besar wilayah kota Solo telah diduduki oleh 
pasukan Gerilya, sedangkan pihak Belanda hanya menguasai markas-markas yang 
mereka tempati. 
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BAB IV 
DAMPAK PEMERINTAH DARURAT MILITER TERHADAP 
KEHIDUPAN PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA 
 
A. Pembentukan Pemerintah Gerilya Kota Surakarta Sebagai  Dampak 
Berlakunya Pemerintah Militer di Surakarta 
Pemerintahan militer yang berlaku di wilayah karesidenan Surakarta, termasuk  
daerah kota Surakarta mempunyai pengaruh ataupun dampak yang sangat besar bagi 
berlangsungnya pemerintahan sipil kota Surakarta. Secara otomatis dengan didudukinya 
wilayah Kota Surakarta oleh Pasukan Belanda maka pemerintah sipil kota Surakarta tidak 
dapat menjalankan tugas-tugasnya seperti biasanya, karena adanya kekuasaan pemerintah 
Belanda yang menduduki wilayah Surakarta. Pendudukan wilayah Surakarta oleh 
pemerintah Belanda membuat pihak militer Surakarta berinisiatif untuk membuat suatu 
pemerintahan gerilya untuk mencegah berkuasanya pemerintahan Belanda di Surakarta. 
Pembentukan pemerintahan gerilya ini dilakukan oleh para pejuang-pejuang yang tidak 
menginginkan wilayah mereka dikuasai pihak Belanda secara sipil maupun militer. 
Masalah yang terjadi di pemerintahan kota Surakarta adalah karena diduduki Belanda 
tanggal 21 Desember 1948, sehingga terjadi kekosongan Pemerintah RI dengan 
ditawannya Walikota Syamsuridzal beserta seluruh jajarannya oleh Belanda pada tanggal 
24 Desember 1948 dan tidak diketahui bagaimana nasib para pejabat atau pegawai 
lainnya, dan untuk mengisi kekosongan itu, perlu segera dibentuk Pemerintah RI kota 
Surakarta yang diduduki Belanda.60 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
RI dr. Soekiman tanggal 24 Januari 1949, Soediro yang waktu itu menjabat sebagai 
Residen Surakarta ditugasi merangkap menjalankan tugas sebagai Walikota Surakarta 
yang waktu itu sedang kosong.61 Dikarenakan Residen Soediro berkedudukan di luar kota 
Solo, dengan persetujuan Mayor Achmadi sebagai Komandan SWK 106 Arjuna, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Residen Surakarta No 3a/Dar/1949 tanggal 26 Januari 1949 
diangkat Soedjatmo Hardjosoebroto sebagi fd atau pemangku jabatan Walikota Surakarta 
dengan wewenang membentuk dan melaksanakan tugas pemerintah Republik Indonesia 
di dalam kota Solo yang diduduki Belanda. Untuk membantu pembentukan pemerintah 
yang dimaksud, Mayor Achmadi menugasi Soeharyo Soeryopranoto yang waktu itu 
berpangkat Letda/Lettu selaku PUT ( Perwira Urusan Teritorial ), selain itu, Mayor 
Achmadi menugasi pula Rayon V yang dipimpin oleh Lettu RM Hartono untuk menjadi 
dekking ( pendukung ) Pemerintah Militer Kota Surakarta itu. 
Pada pertengahan kedua tahun 1949, terjadilah gencatan senjata antara 
Pemerintah RI dengan Belanda. Masalah-masalah politik diselesaikan oleh pemerintah 
pusat. Untuk melaksanakan gencatan senjata, di daerah-daerah diadakan  Local Joint 
Comittee ( LJC ). LJC tersebut tidak berwenang menyelesaikan masalah politik tetapi 
hanya untuk membicarakan teknis pelaksanaan gencatan senjata. Namun pada 
kenyataannya LJC Surakarta membicarakan pula masalah-masalah politik dengan 
mengakui Pemerintah Federal, Kasunanan, dan Mangkunegaran. Justru Pemerintah Kota 
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Surakarta tidak diakui. Perjuangan Balai Kota Surakarta dengan segala pengorbanan 
menjadi sia-sia dan organisasi Balai Kota Surakarta dapat dinyatakan liar dan dapat 
dinyatakan melanggar hukum dan dapat ditindak. Hal tersebut ternyata semakin membuat 
para pemuda dan para pejuang gerilya bertambah semangat dalam berjuang untuk 
mendapatkan pengakuan pemerintah gerilyanya agar dapat diakui dan dipatuhi oleh 
rakyat Surakarta. Pada akhirnya pemerintahan gerilya ini juga mendapatkan pengakuan 
dari para pejuang militer di Kota Surakarta akan keberadaannya 
Soedjatmo yang bukan orang Surakarta dan kurang mengetahui seluk beluk 
mengenai kota Surakarta itu dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Soeharyo 
Soeryopranoto yang pada waktu itu adalah Perwira Urusan Teritorial Komando Tentara 
dan Teritorial Kota Surakarta ( KTTR ). 
 
B. Pelaksanaan Pemerintah Gerilya Kota Surakarta 
Setelah pemerintahan gerilya untuk menghadapi adanya pemerintah federal dari 
pasukan Belanda yang berkuasa di wilayah Surakarta terbentuk, maka pemerintahan ini 
dengan segera membantu perjuangan dengan cara-cara mengadakan perang syaraf 
dengan pasukan tentara Belanda, di antaranya dengan membentuk pemerintah lengkap 
dengan staf-stafnya. Kota Surakarta secara formal memang diduduki oleh tentara 
pendudukan Belanda, tetapi di jantung kota Surakarta sendiri terdapat juga satu pasukan 
bersenjata lengkap dengan pemerintahannya yang bekerja demi tetap terjaganya wilayah 
dan kekuasaan kota Surakarta. Terasa benar kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, 
seperti halnya pamong praja, jawatan-jawatan, dan dinas-dinas pemerintah kota Surakarta 
pada waktu itu dilakukan oleh para pemuda dan pemudi bangsa, menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan Surakarta sesuai yang diinginkan oleh pihak yang mendukung terjaganya 
pemerintahan Republik Indonesia.62 
Organisasi pemerintah gerilya yang rapi dan cukup lengkap ini yang dilengkapi 
dengan aparat-aparat pendukung pemerintahan gerilya termasuk salah satu hal penting 
untuk menyelamatkan wilayah dan kekuasaan kota Surakarta dari belenggu pendudukan 
pasukan tentara Belanda. 
Pemerintah gerilya RI juga mengeluarkan beberapa pengumuman-pengumuman 
yang  berusaha untuk melawan adanya pemerintah Federal buatan Belanda di daerah kota 
Surakarta. Pengumuman tersebut di antaranya yang menyatakan bahwa Belanda berusaha 
menyusun pemerintahan dalam kota Surakarta dengan berlindung di belakang Sri Paku 
Buwono dan Mangkunegaran. Pengumuman tersebut juga memaksa para pegawai-
pegawai untuk bekerja agar dapat membentuk pemerintahan yang permanen serta 
himbauan yang memaksa murid-murid maupun mahasiswa untuk kembali ke sekolah. 
Mengingat beberapa hal tersebut, maka pemangku jabatan walikota yang pada waktu itu 
dijabat oleh Soedjatmo menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang sah kecuali 
pemerintah Republik Indonesia dan yang lainnya adalah tidak sah dan harus 
dimusnahkan, tidak perlu ragu-ragu dalam menentukan sikap membantu pemerintahan 
kita sendiri.63 Pemerintah Gerilya juga tidak henti-hentinya melakukan perlawanan 
terhadap pemerintah Belanda dalam hal pendudukan di wilayah kota Surakarta yang 
berkaitan dengan pemerintahan. Setelah Soedjatmo digantikan oleh Soeharyo 
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Soerjopranoto sebagai walikota, Soeharjo sendiri tetap melakukan perlawanan yang 
bersifat perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang ada di wilayah kota Surakarta, di 
antaranya Soeharyo Soerjopranoto mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa 
satu-satunya pemerintahan yang sah di wilayah kota Surakarta adalah Pemerintah Militer 
Daerah Kota Surakarta yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1949.64 
 
1. Struktur Pemerintah Gerilya Kota Surakarta 
Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Gerilya Kota Surakarta sambil berjalan 
dapat terbentuk dengan organisasi dan struktur horizontal dan vertikal yang sederhana, 
namun cukup mampu melaksanakan tugas dan tergantung kepada kebutuhan dan personil 
yang ada. Adapun struktur secara horizontal pemerintahan gerilya di Surakarta adalah 
sebagai berikut :65 
Ø Walikota, Wakil I dan II Walikota, Sekretaris, Ajudan 
Kepala-kepala jawatan : 
Ø Kepala Jawatan Pamong Praja dan wakil 
Ø Kepala Jawatan Keuangan 
Ø Kepala Jawatan Kemakmuran 
Ø Koordinator Perekonomian ( Koper ) 
Ø Kepala Jawatan Sosial dan Kesehatan 
Ø Kepala Jawatan Penerangan 
Ø Kepala Jawatan Pekerjaan Umum ( PU ) 
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65 Paguyuban para pelaku Pemerintah RI Balai Kota Surakarta dalam Pendudukan Belanda 1948-
1950, op.cit., halaman 15. 
 
Ø Kepala Jawatan Pengawas Jawatan 
Ø Kepala Jawatan Pendidikan 
Ø “Braintrust” atau suatu forum non-lembaga yang bertugas membantu di bidang 
perekonomian dan kemakmuran 
Struktur pemerintah gerilya secara vertikal di wilayah kota Surakarta terdiri dari 5 
( lima ) Kaonderan ( Onderdistrik ) dengan kepala Kaonderan adalah seorang Asisten 
Wedana ( Camat ), atau dalam istilah sekarang disebut dengan kecamatan, yang 
membawahi 44 ( empat puluh empat ) kelurahan, yaitu :66 
a) Kaonderan Jebres yang membawahi 10 ( sepuluh ) Kelurahan. 
b) Kaonderan Pasar Kliwon yang membawahi 9 ( sembilan ) Kelurahan. 
c) Kaonderan Serengan yang membawahi 8 ( delapan ) Kelurahan. 
d) Kaonderan Banjarsari yang membawahi 10 ( sepuluh ) Kelurahan. 
e) Kaonderan Lawean yang membawahi 7 ( tujuh ) Kelurahan. 
Adapun pelaku atau orang yang memegang jabatan-jabatan penting dalam 
pemerintah gerilya Surakarta antara lain sebagai berikut :67 
1) Soedjatmo Soemowerdojo sebagai pemangku jabatan Walikota 26 Januari sampai 
dengan 10 Juli 1949. Waktu itu Soedjatmo menggunakan nama samaran SH 
Soebroto, karena pada waktu itu memang pasukan Belanda selalu melakukan aksi 
sweeping terhadap penduduk setempat yang tidak mau di ajak kompromi dengan 
pemerintah Belanda. 
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67 Paguyuban para pelaku Pemerintah RI Balai Kota Surakarta dalam Pendudukan Belanda 1948-
1950, op.cit., halaman 16-18. 
2) Soeharyo Soeryopranoto sebagai pemangku jabatan Wakil Walikota dan PUT ( 
Perwira Urusan Teritorial ). Memangku jabatan sebagai Walikota pada kurun waktu 
10 Juli 1949 sampai dengan 1 Mei 1950. 
3) Achmad Sarbini sebagi pemangku jabatan sekretaris pada waktu Walikota dijabat 
oleh Soedjatmo Soemowerdojo dan sebagai Wakil I Walikota Soeharyo 
Soeryopranoto. 
4) Soegandhi Soeryo Amidharmo sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Pengawas 
Jawatan dan sebagai Wakil II Walikota pada waktu walikota Soeharyo 
Soeryopranoto. Soegandhi menggunakan nama samaran Abas. 
5) Sri Moeljatmo sebagai pemangku jabatan sekretaris pada walikota Soeharyo. 
6) Pandji Soedjatno sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Pamong Praja. 
7) Ananda Suyono Hamongdarsono sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan 
Keuangan. Ananda juga memangku jabatan sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran, 
Wakil Kepala Koordinator Perekonomian ( Koper ), dan juga sebagai anggota 
Braintrust. Ananda pernah juga ditawan Belanda pada bulan Mei 1949 dan baru 
dibebaskan 24 Agustus 1949 setelah gencatan senjata. 
8) Ir. H. M. Sanusi sebagai pemangku jabatan Kepala Koordinator Perekonomian ( 
Koper ), Ketua Braintrust, dan juga sempat memangku jabatan sebagai Kepala 
Jawatan Keuangan untuk mengganti sementara Ananda Suyono Hamongdarsono 
yang waktu itu sedang ditawan oleh Belanda. 
9) Ali Marsaban sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Sosial dan Kesehatan. 
10) Sahlan sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Penerangan. 
11) AW Gani sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Pekerjaan Umum ( PU ). 
12) Poernomo sebagai pemangku jabatan Kepala Jawatan Pendidikan. 
13) Soedarto sebagai pemangku jabatan Koordinator Kurir. 
Selain nama-nama pelaku pemerintahan gerilya yang tersebut di atas, masih 
terdapat beberapa pemangku jabatan yang menjabat sebagai Asisten Wedana atau camat 
yang memimpin 5 Kaonderan dan 44 kelurahan yang merupakan ujung tombak 
pemerintah RI di Surakarta. Ke lima Asisten Wedana tersebut antara lain adalah :68 
1) Wiradyo sebagai pemangku jabatan Asisten Wedana Kaonderan Jebres. 
2) Wihadi sebagai pemangku jabatan Asisten Wedana Kaonderan Pasar Kliwon. 
3) RM. Soemardi sebagai pemangku jabatan Asisten Wedana Kaonderan Serengan. 
4) Hasan Arifin sebagai pemangku jabatan Asisten Wedana Kaonderan Lawean 
5) Sardono/ A. Boesro sebagai pemangku jabatan Asisten Wedana Kaonderan Banjarsari 
Di bawah asisten wedana tersebut masih ada lagi sekitar 44 lurah di Surakarta 
yang dipimpin oleh para pemuda-pemuda yang berjuang untuk bangsa dan negara. 
Asisten Wedana dari berbagai kaonderan yang ada di wilayah kota Surakarta tersebut 
berupaya untuk tetap menjaga keberadaan pemerintahan kota Surakarta dengan berbagi 
cara, termasuk mengajak masyarakat kota Surakarta untuk tidak mempercayai adanya 
kekuasaan pemerintahan selain pemerintah Republik Indonesia di wilayah kota Surakarta. 
 
2. Pelaksanaan Tugas Pemerintah Gerilya Kota Surakarta  
Sebutan pemerintah gerilya digunakan untuk menekankan bahwa 
pemerintahannya dilakukan secara bergerilya di daerah pendudukan Belanda, sedangkan 
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dapat disebut juga sebagai pemerintah militer karena mengemban kekuasaan negara 
Republik Indonesia dalam keadaan perang. 
Maka tugas pemerintah gerilya kota Surakarta ini memiliki ciri khas yang tidak 
dimiliki oleh kota besar Surakarta sebelum pendudukan Belanda dan sesudahnya sebagai 
Kotamadya Surakarta. Ciri khas yang dimaksudkan adalah yang melekat pada cara 
pelaksanaan dan lingkup tugas yang serba khas, dan terkadang terkesan unik. Adapun 
suatu ciri khas tersebut antara lain adalah apabila seorang pejabat diangkat, ia harus 
menemui organisasi ataupun lembaga yang sudah lengkap atau siap, tetapi dalam hal 
pemerintahan gerilya Surakarta ini, pemerintah harus dibangun dari nol, dengan 
mengangkat seluruh pejabat mulai dari lurah sampai ke kepala jawatan. 
Cara pelaksanaan tugas yang khas adalah yang tertutup dan terjamin 
keamanannya, yang merupakan keharusan dalam operasi gerilya untuk menghindari 
deteksi Belanda. 
a. Tugas Pokok Pemerintah Gerilya Surakarta 
Tugas pokok pemerintah gerilya Surakarta yang sedang bergerilya di dalam kota 
pada intinya adalah mempertahankan eksistensi pemerintah Republik Indonesia secara de 
facto dalam kota Surakarta untuk menggagalkan segala upaya Belanda membentuk 
pemerintah sendiri di bawah kekuasaan pemerintah Belanda termasuk pemerintah 
Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran. 
Dalam mendukung tugas tersebut, Jawatan Pamong Praja RI beserta jajarannya 
telah berhasil menguasai 5 ( lima ) kaonderan dan 44 kelurahan yang menyebabkan 
lumpuhnya pemerintah Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran. Pada waktu terjadi 
pemerintahan gerilya di Surakarta ini, Pamong Praja RI yang loyal terhadap bangsa dan 
negara berhadapan dengan Pangreh Praja Swapraja yang telah dibuat oleh pemerintah 
Belanda yang berkuasa di wilayah kota Surakarta. Para lurah RI adalah para pelajar 
pejuang yang bergerilya yang usianya rata-rata 20-an tahun dan bahakan ada yang 
belasan tahun, sedangkan para lurah Swapraja adalah para pegawai yang kebanyakan 
sudah tua-tua. 
Untuk melumpuhkan pemerintah Swapraja dilakukan dari bawah, yaitu dengan 
menggalang para lurahnya tersebut. Meskipun mereka memperoleh perlindungan dari 
tentara pendudukan Belanda, namun mereka berjanji membantu perjuangan RI karena 
kesadaran mereka sendiri dan ada juga yang takut akan sanksi yang berat bagi yang 
ingkar janji. 
Selain tugas melumpuhkan pemerintah Swapraja, aktivitas khusus Jawatan 
Pamong Praja RI beserta jajarannya antara lain sasaran utamanya :69 
1) Aktif membantu ataupun melayani kawan pasukan yang melakukan operasi tempur 
dalam kota baik siang maupun malam. 
2) Menangkis kebohongan propaganda Belanda dengan menyebarkan pamflet, poster 
dan corat-coret tembok, yang sekaligus menunjukkan eksistensi pemerintah RI di 
kota Solo meskipun diduduki oleh Belanda. 
3) Dengan bantuan pasukan rayon V menjamin keamanan Rakyat dengan memberantas 
merajalelanya perampokan yang tidak mampu ditanggulangi oleh tentara pasukan 
Belanda yang menduduki Kota Surakarta. Hal demikian tentu saja dapat 
meningkatkan kewibawaan Pemerintah RI. 
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4) Menjelang gencatan senjata melakukan gerakan perampasan cap-cap pemerintah pre-
federal dan juga Swapraja. 
5) Meningkatkan semangat juang pasukan sendiri dan rakyat dengan penyebaran 
informasi dan berita mengenai keberhasilan perjuangan militer dan politik diplomasi 
pihak RI, sekaligus menangkis kebohongan propaganda Belanda. Informasi dan berita 
tersebut banyak diterima dari stasiun RRI ( Radio Republik Indonesia ) yang berada 
di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Balong-Jenawi daerah Karanganyar, yang 
dikepalai oleh Mayor Maladi yang merangkap sebagai Kepala Penerangan MBKD 
pada waktu itu. 
b.  Aktivitas Khusus Pemerintah Gerilya Surakarta 
Pemerintah gerilya kota Surakarta sebagai penggerak roda pemerintahan yang ada 
di Surakarta juga melakukan aktivitas-aktivitas khusus yang  bertujuan untuk menandingi 
dan bahkan melawan pemerintahan pendudukan Belanda di Surakarta. Aktivitas-aktivitas 
khusus ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda dan pejuang gerilya yang menginginkan 
agar wilayah kota Surakarta tetap menjadi daerah kekuasaannya, para pelaku pemerintah 
gerilya juga turut serta bahu-membahu  dengan masyarakat kota dalam mempertahankan 
keberadaan kota Surakarta. Aktivitas-aktivitas khusus tersebut antara lain 
1) Aktivitas khusus penyebaran pamflet, poster dan corat-coret tembok.  
Aktivitas khusus seperti ini termasuk pelaksanaan perang urat syaraf atau psywar 
dengan pemerintah Pendudukan Belanda di Surakarta yang antara lain bertujuan untuk 
menurunkan moril tentara Belanda dan pegawai federal bentukan Belanda dan 
menunjukkan eksistensi Pemerintah RI di kota Surakarta meskipun diduduki oleh 
pasukan Belanda. Tulisan pada pamflet, poster dan corat-coret pada tembok yang 
strategis di penjuru kota itu ada yang secara khusus dalam bahasa Inggris dan Belanda. 
Hal itu untuk menunjukkan bahwa  rakyat Solo dan terutama para pejuang gerilya 
Republik Indonesia adalah kaum terpelajar. Contoh corat-coret di tembok misalnya, “ 
Esens komt de dag dat Republik Indonesia zal herrijzen “, yang artinya, : “ Pada satu hari 
Republik Indonesia akan timbul kembali “.70 Pada akhirnya kenyataan dalam corat-coret 
itu terwujud oleh pulihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1950. Tugas penyebaran pamflet, poster dan corat-coret tembok dilakukan pada malam 
hari oleh para pelaku pemerintah gerilya bersama-sama dengan anggota pasukan Rayon 
V sebagai pengawal bila bertemu dengan patroli Belanda. 
2)  Koordinator Perekonomian ( Koper ) 
Aktivitas khusus yang lain juga dilakukan oleh para pejuang dan pelaku 
pemerintah gerilya dalam bidang ekonomi untuk menunjang tetap berlangsungnya 
pemerintah gerilya dalam kota Surakarta yang diduduki oleh pasukan tentara Belanda 
adalah dengan membentuk Koordinator Perekonomian. Koordinator perekonomian 
bertugas menjalankan kebijaksanaan dan supervisi di bidang ekonomi dengan bantuan 
pelaksanaan ( operasional ) dari jawatan ataupun Instansi yang terkait. Adapun jawatan 
atau instansi yang mendukung dengan perjuangan rakyat Surakarta dan pemerintahan 
gerilya kota Surakarta untuk sementara dalam lingkungan koordinasi di bawah Koper, 
antara lain :71 
§ Bank Rakyat Indonesia 
§ Jawatan Lalu Lintas Angkutan Darat RI 
§ Jawatan Perindustrian dan Kerajinan RI 
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§ Kantor pemulihan hak RI 
§ Koperasi-koperasi Batik, groep : Indonesia Asli ( Batari ), WNI keturunan Cina, dan 
WNI keturunan Arab. 
§ PT Veem dan Expedetie 
§ PT Peti-Bakat 
Beberapa executives yang bekerja pada jawatan ataupun instansi pre-federal atau 
Belanda yang mempunyai loyalitas pada RI dimanfaatkan oleh Koper sebagai informan-
informan penting mengenai aksi-aksi ekonomi Belanda, antara lain dari, Vrachten 
Kantor, Biro Nijnerheids Bevordering ( BNB ), Kantor Rechts-Herstel, dan Algemene 
Distributif Dienst ( ADD ). 
Dari beberapa kerja sama tersebut memiliki banyak keuntungan bagi 
kelangsungan hidup pemerintah militer ataupun gerilya Surakarta untuk ke depannya. 
Pungutan atau Pajak Luar Biasa ( Istimewa ) atau semacam Pajak Perang, yang 
diberlakukan oleh pemerintah militer  sejak 1 Juli sampai dengan 30 November 1949 
secara efektif, dengan terbentuknya Urusan Pajak Luar Biasa dalam jawatan Keuangan 
yang dipimpin oleh Koordinator Perekonomian di bawah Kepala Jawatan Keuangan. 
Dana Ex Pajak Luar Biasa juga dipergunakan untuk pengadaan kembali fasilitas sarana 
kerja dan peralatan kantor yang rusak karena terbakar, hilang, dan rusak. 
3) Tugas dan Aktivitas Khusus Jawatan Sosial dan Kesehatan 
Jawatan Sosial dan kesehatan pada waktu pemerintahan gerilya mempergunakan 
suatu rumah sebagai kantornya. Bagian kesehatan ini dikepalai oleh dr. Soeparno, pejabat 
pemerintah militer Surakarta. 
Jawatan sosial dan kesehatan ini juga membuka poliklinik di tiap kecamatan, dan 
pernah melakukan suntikan atau vaksinasi tiphus dan chlorela kepada penduduk dengan 
diberi sertifikat dari pihak pemerintah militer resmi. 
4) Usaha dan aktivitas mencari dana 
Dalam perjalanan pemerintah gerilya Surakarta ini, permasalahan dana dirasakan 
merupakan permasalahan yang sangat penting, dan sebisa mungkin pemerintahan militer 
Surakarta harus mencari sendiri dana untuk membiayai kehidupan pemerintahan militer 
Surakarta, karena tidak mungkin untuk meminta dana dari pemerintah pusat di 
Yogyakarta, karena sedang terjadi peperangan dan pemerintahan pusat sedang dalam 
keadaan kekosongan pemerintahan. Untuk itu berbagai cara ditempuh oleh para pelaku 
pemerintah militer dan gerilya di Surakarta. Cara yang ditempuh antara lain adalah 
sebagai berikut :72 
a) Melacak kekayaan milik pemerintah RI. 
b) Meminta sumbangan dari kawan-kawan yang ekonominya kuat 
c) Mengizinkan orang-orang tertentu bekerja dengan sebagian dari gaji mereka 
diserahkan untuk perjuangan. 
d) Mengadakan pungutan dari kegiatan ekonomi. Sebagai contoh adalah pungutan dari 
truk-truk, yang mengangkut barang dari Semarang ke Solo. Apabila truk tersebut 
tidak mau membayar, maka di tengah perjalanannya nanti truk-truk tersebut akan 
mendapat serangan dari kawan-kawan pejuang RI. 
e. Peran dan Aktivitas Kurir 
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Selama masa perjuangan gerilya dan keadaan Surakarta dan RI menjadi daerah 
militer, pekerjaan seorang kurir dirasakan sangat penting, karena di dalam pergerakannya 
merupakan satu-satunya alat komunikasi. Diperlukan orang-orang yang berani, loyal 
kepada bangsa dan negara serta pemerintahan militer Surakarta, juga orang yang menjadi 
kurir tersebut juga harus pandai menyamar, karena cara membawa surat dari satu pihak 
ke pihak lain pun juga memerlukan cara dan kecerdikan tersendiri. Mula-mula kurir 
dilakukan oleh seorang laki-laki, namun karena seiring berjalanannya waktu dan keadaan, 
posisi kurir laki-laki ini dirasa sudah tidak aman, sehingga diganti dengan seorang 
wanita. 
 
C. Dampak Sosial Politik Pemerintah Militer Di Surakarta 
Terbentuknya pemerintah militer di Surakarta secara administrasi maupun 
teritorial memiliki dampak bagi kelangsungan hidup wilayah kota Surakarta. Dampak 
secara sosial politik akibat adanya pemerintah militer di Surakarta adalah, antara lain :73 
1. Membuktikan Republik Indonesia pada umumnya dan Kota Surakarta pada 
Khususnya tidak dapat ditundukkan secara Militer. 
Adanya aksi Agresi Militer Belanda II memang mempengaruhi situasi Republik 
pada umumnya dan kota Surakarta pada khususnya, namun dengan kegigihan dan 
perjuangan yang tidak menginginkan daerah tanah airnya diduduki oleh pasukan tentara 
Belanda, rakyat berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Berbagai cara ditempuh, 
selain dengan perjuangan bersenjata yang banyak dimotori oleh pasukan tentara pelajar 
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yang bergabung dengan TNI di wilayah kota Surakarta, rakyat pun juga membantu sesuai 
yang mereka miliki, di antaranya memberikan harta bendanya untuk berjuang melawan 
tentara pendudukan Belanda. Adanya perjuangan dari rakyat secara keseluruhan tersebut 
atau dikenal dengan istilah perjuangan rakyat semesta, maka membuktikan bahwa negara 
Republik Indonesia pada umumnya dan kota Surakarta pada khususnya tetap ada dan 
tidak akan mudah ditundukkan oleh apapun juga, yang walaupun diduduki oleh pasukan 
tentara Belanda yang memaksa untuk melakukan kontak senjata, namun hal tersebut 
membuat semangat juang para pejuang tanah air serta rakyat Surakarta secara umum 
semakin berkobar-kobar agar mereka tidak hidup dalam pendudukan yang tidak sesuai 
dengan keinginan masyarakat Indonesia dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 
yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 silam.74 
2. Berdirinya Pemerintah Gerilya di Surakarta merupakan salah satu usaha 
menggagalkan berdirinya negara Jawa Tengah. 
Keinginan pihak Belanda untuk mendirikan Negara Jawa Tengah dengan wilayah 
kota Surakarta menjadi salah satu bagiannya dapat digagalkan oleh para pejuang yang 
senantiasa mempertahankan wilayah mereka dari pendudukan pasukan Belanda. Usaha 
para pejuang tersebut dilakukan selain dengan perang kontak senjata, para pejuang tanah 
air juga berusaha menggagalkan kekuasaan pemerintah Belanda di Surakarta dengan 
mendirikan pemerintah militer ataupun pemerintah gerilya di kota Surakarta sebagai 
bentuk perlawanan bahwa rakyat kota Surakarta masih memiliki pemerintahan yang sah, 
yaitu pemerintah Republik Indonesia. Berdirinya pemerintah gerilya di kota Surakarta 
tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari pemerintah pendudukan Belanda di Kota 
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Surakarta, karena pemerintah yang didirikan oleh para pejuang gerilya  ini mampu 
membuat suatu pemerintah yang kuat dengan bantuan dari pasukan tentara Republik 
Indonesia yang menduduki kota Surakarta pada waktu itu. Pemerintahan Gerilya yang 
dilaksanakan oleh para pemuda pejuang tanah air ini bahkan mempunyai organisasi dan 
susunan anggota yang jelas, sehingga pemerintahan ini mampu berjalan secara optimal, 
meskipun harus berjuang secara gerilya.  
 
D. Penyerahan Kekuasaan Kota Surakarta oleh Pihak Belanda kepada Republik 
Indonesia 
Keadaan Kota Surakarta yang sebagian besar telah diduduki oleh para pejuang 
gerilya tanah air dan adanya perintah gencatan senjata dari para petinggi negara membuat 
pasukan tentara Belanda merasa terjepit. Hal tersebut menyebabkan pasukan tentara 
Belanda yang masih menduduki wilayah Kota Surakarta harus mundur meninggalkan dan 
keluar dari wilayah kota Surakarta. Mundurnya pasukan Belanda ini secara berangsur-
angsur mulai bulan September 1949 yang ada di wilayah Surakarta termasuk yang berada 
di dalam kota ditarik ke Semarang. Akhirnya pada tanggal 12 November 1949 adalah saat 
terakhir batas kekuasaan Belanda di kota Surakarta yaitu dengan diadakan upacara serah 
terima kembali wilayah Surakarta ke pangkuan Republik Indonesia yang bertempat di 
Stadion Sriwedari. Penyerahan kekuasaan tersebut diwakili oleh kedua belah pihak, 
antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Kolonel 
Van Ohl sedangkan dari pihak TNI diwakili oleh Let. Kol. Slamet Rijadi.75 Setelah 
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pasukan tentara Belanda meninggalkan Kota Surakarta, maka secara otomatis pemrintaha 
militer yang pada mas pendudukan Belanda terbentuk mulai dihapuskan dan kembali 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Surakarta  
Penghapusan pemerintah Militer kota Surakarta tersebut kemudian secara 
berangsur-angsur mulai ditiadakan seiring dengan perginya pasukan Belanda dari 
wilayah Kota Surakarta. Pada Bulan April 1950 pemerintahan militer di kota Surakarta 
dan daerah Gubernur Militer Daerah  Militer Istimewa II Surakarta mulai dihapuskan.76 
Dengan dihapuskannya pemerintahan militer di wilayah kota Surakarta, maka 
kegiatan-kegiatan kota Surakarta, termasuk kegiatan-kegiatan dalam hal pemerintahan 
kembali diserahkan kepada yang berkompeten, dalam hal tersebut adalah pihak sipil yang 
memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintah di kota Surakarta. Pihak militer 
sendiri juga kembali seperti keadaan semula, yaitu menjalankan tugas sebagaimana 
mestinya tugas tentara di Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga keamanan dan 
ketertiban di wilayah daerah kota Surakarta. 
Setelah selesainya pendudukan pemerintah Belanda di kota Surakarta, maka 
pemerintahan kota berjalan mulai seperti sedia kala, namun masih banyak juga 
permasalahan yang dihadapi. Untuk mengatasi sedikit permasalahan yang muncul 
tersebut, pemerintah pusat segera mengambil suatu kebijakan, yaitu menetapkan seorang 
walikota  baru , yaitu Soebekti Poesponoto yang merupakan mantan Bupati Pacitan.77 
Langkah kebijaksanaan baru yang ditempuh adalah pejabat walikota meletakkan jabatan 
                                                 
76 Arsip Rekso Poestoko Mangkunegaran No. 1129, Katalog II Mangkunegaraa VIII ( 1944-1987 
). 
 
77 Tim Penyusun, Buku Kenang-Kenangan Perjuangan Rakyat Surakarta dari Zaman ke Zaman, 
op.cit., halaman 37. 
 
dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada walikota yang baru, sedangkan walikota 
pada masa pemerintahan gerilya, yaitu Soeharyo Soeryopranoto, sebagai seorang pemuda 
ingin memperdalam tentang pamong praja dan diterima di  Kementrian Dalam Negeri.78 
Berkat adanya keuletan bersama, maka segala permasalahan dapat diatasi dan sedikit 
demi sedikit jalannya pemerintahan di kota Surakarta menjadi teratur. Hal tersebut tidak 
terlepas dari kerja keras dan perjuangan para pejuang pada masa pendudukan Belanda 
yang dengan berani dan diserta rasa memiliki akan daerah yang mereka miliki, kemudian 
mendirikan suatu pemerintahan gerilya untuk menghadapi perlawanan pemerintah 
pendudukan Belanda di Kota Surakarta yang berusaha menduduki kota Surakarta secara 
militer maupun pemerintahan. 
Tercapainya gencatan senjata antara Republik Indonesia dan Pemerintah 
Belanda juga melahirkan suasana baru dalam kehidupan pemerintahan di daerah 
Surakarta. Perkembangan politik pemerintahan di Surakarta bergerak ke arah hapusnya 
sistem pemerintahan Swapraja menuju pemerintahan Republik yang demokratis, yang 
sebenarnya sudah berproses sejak 16 Juli 1946 dengan berdirinya Karesidenan Surakarta. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1950, Pemerintah 
Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan dan otonomi hanya diberikan kepada kedua 
keraton terbatas hanya di dalam istana saja. Berdasarkan keputusan tersebut, 
Pemerintahan Republik Indonesia kembali mendapatkan legalitas dari pusat yang 
menjadi landasan politik pemerintah daerah. 
Runtuhnya sistem pemerintah lama yang bersifat otokratis segera digantikan 
oleh sistem pemerintahan baru bersifat demokratis berdasarkan sistem kenegaraan 
                                                 
78 Ibid. 
Republik Indonesia yang berlaku. Kegagalan Surakarta dalam mempertahankan statusnya 
sebagai daerah istimewa terkait sekali dengan politik keraton dan unsur-unsur lain di 
dalamnya yang tidak mampu menghadapi jalannya revolusi kemerdekaan. Nasib baik dan 
buruknya kedua keraton di Surakarta tersebut di kemudian hari turut ditentukan oleh 
kegagalan politik mereka selama revolusi sosial berlangsung. Akhir daripada perjuangan 
pemerintahan di Surakarta adalah dengan adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1950 
yang menetapkan Surakarta termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.79 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Periode bulan September 1948 suasana di kota Surakarta mengalami 
permasalahan keamanan yang diakibatkan adanya usaha pemberontakan oleh FDR/PKI 
yang berusaha merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Menghadapi 
situasi di kota Surakarta yang sedang kacau tersebut, Panglima Besar Soedirman  
mengeluarkan perintah harian yang menyatakan  bahwa APRI adalah  alat negara dan 
penjamin kedaulatan negara. Serangan terhadap alat negara akan dianggap  sebagai 
serangan terhadap  kedaulatan negara, dan selanjutnya atas saran dari Panglima Besar 
kepada Presiden  RI selaku panglima tertinggi, setelah berunding dengan Kepala Staf 
Operasi Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 16 September 1948 malam bersama 
Komandan Gatot Soebroto memutuskan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perang 
saudara di Surakarta adalah menempatkan pimpinan yang tegas. Presiden Soekarno 
menyetujui dan kemudian mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer 
Surakarta yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan 
tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara. Presiden Soekarno setelah itu menyatakan bahwa 
PKI Muso telah mengadakan kup dan mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun 
yang dipandang sebagai permulaan merebut seluruh Pemerintah RI dan Presiden 
Soekarno juga menginstruksikan untuk segera merebut Madiun dari perampasan 
FDR/PKI. Pernyataan tegas Presiden Soekarno tersebut disusul dengan instruksi 
Panglima Besar Soedirman tanggal 19 September 1948 yang pada intinya menetapkan 
Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, menunjuk Kolonel Gatot 
Soebroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, serta menugaskan Brigade Sadikin 
untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan PKI Muso 
Setelah berakhirnya pemberontakan PKI di Madiun, para pemimpin nasional 
bersama-sama degan para pimpinan Tentara Nasional Indonesia kemudian berkonsentrasi 
melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan dilaksanakannya Agresi Militer 
Belanda. Persiapan ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia setelah gagalnya usaha 
penyelesaian secara diplomatis. Persiapan yang dilakukan oleh TNI dalam menghadapi 
kemungkinan terjadinya serangan militer Belanda yang kedua adalah dengan menyusun 
suatu sistem pertahanan Rakyat Semesta. Pelaksanaan dari sistem ini melibatkan 
Angkatan Perang Republik Indonesia (TNI) dan seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran 
dari sistem pertahanan rakyat semesta diterangkan dalam Perintah Siasat No. 1 dari 
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 
1948, namun baru disebarluaskan setelah dilengkapi dengan instruksi Panglima Besar 
No. 1 tanggal 9 November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan 
Agresi Militernya yang kedua dengan diawali merebut lapangan terbang Maguwo di 
Ibukota RI Yogyakarta. 
Tanggal 22 Desember 1948 Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara 
dan Teritorium Djawa (PTTD) mengeluarkan Maklumat No. 2/ MBKD/ 1948 yang berisi 
tentang berlakunya Pemerintahan Militer untuk seluruh Pulau Jawa sebagai tindak lanjut 
daripada Instruksi maupun perintah dari pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia. 
Setelah resmi dikeluarkan maklumat ini, berarti di Pulau Jawa berlaku 
Pemerintahan Militer yang bersifat totaliter untuk menyelamatkan pemerintahan 
Republik Indonesia. Maklumat dari PTTD ini kemudian disebarluaskan ke seluruh Jawa 
pada tanggal 25 Desember 1948 oleh para perwira yang ditugaskan sebagai utusan atau 
penghubung antara MBKD dengan kantong-kantong pertahanan yang ada di seluruh 
Pulau Jawa. Para perwira ini selain menyebarkan maklumat juga menyebarluaskan 
instruksi bekerja tentang pelaksanaan Pemerintahan Militer untuk Pulau Jawa. 
Struktur Pemerintahan Militer ini, jabatan kepala pemerintahan militer 
dipegang oleh PTTD, Kolonel A.H. Nasution, kemudian struktur pemerintahan di 
bawahnya adalah Gubernur Militer. Jabatan Gubernur Militer ini dalam pemerintahan 
Militer dijabat oleh Panglima Divisi yang ada di Jawa. Dikarenakan Pulau Jawa dibagi 
menjadi empat divisi, maka secara otomatis ada empat orang yang menjabat sebagai 
Gubernur Militer. 
Struktur Pemerintahan setelah Gubernur Militer adalah Pemerintah Militer 
Daerah (PMD) yang setingkat dengan Karesidenan, PMD dipimpin oleh Komandan 
daerah Perlawanan ( Wehrkreise ) atau Sub Teritorial Comando ( STC ). Di bawah 
pemerintahan Militer Daerah adalah Pemerintahan Militer Kabupaten ( PMKb ) yang 
dipimpin oleh Komandan dari Komando Distrik Militer ( KDM ), kemudian di bawahnya 
lagi adalah Pemerintah Militer Kecamatan ( PMKt ) yang dipimpin oleh Komandan dari 
Komando Onder Distrik Militer ( KODM ), dan dalam Pemerintahan Militer, struktur 
yang terendah adalah desa. 
Berdasarkan perintah siasat No. 1 dari Jenderal Soedirman, daerah Surakarta 
menjadi Sub-Wehrkreise (SWK) 106 Arjuna di bawah Komando Mayor Achmadi yang 
terdiri dari 5 (lima) Rayon, dengan dislokasi rayon-rayon I, II, III, IV, di sekeliling kota, 
sedangkan rayon V berkedudukan di dalam kota Surakarta.  Pendudukan wilayah 
Surakarta oleh pemerintah Belanda membuat pihak militer Surakarta berinisiatif untuk 
membuat suatu pemerintahan gerilya untuk mencegah berkuasanya pemerintahan 
Belanda di Surakarta. Pembentukan pemerintahan gerilya ini dilakukan oleh para 
pejuang-pejuang yang tidak menginginkan wilayah mereka dikuasai pihak Belanda 
secara sipil maupun militer. Masalah yang terjadi di pemerintahan kota Surakarta adalah 
karena diduduki Belanda tanggal 21 Desember 1948, sehingga terjadi kekosongan 
Pemerintah RI dengan ditawannya Walikota Syamsuridzal beserta seluruh jajarannya 
oleh Belanda pada tanggal 24 Desember 1948 dan tidak diketahui bagaimana nasib para 
pejabat atau pegawai lainnya, dan untuk mengisi kekosongan itu, perlu segera dibentuk 
Pemerintah RI kota Surakarta yang diduduki Belanda. Berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri RI dr. Soekiman tanggal 24 Januari 1949, Soediro yang waktu itu 
menjabat sebagai Residen Surakarta ditugasi merangkap menjalankan tugas sebagai 
Walikota Surakarta yang waktu itu sedang kosong. Dikarenakan Residen Soediro 
berkedudukan di luar kota Solo, dengan persetujuan Mayor Achmadi sebagai Komandan 
SWK 106 Arjuna, maka berdasarkan Surat Keputusan Residen Surakarta No 3a/Dar/1949 
tanggal 26 Januari 1949 diangkat Soedjatmo Hardjosoebroto sebagai fd atau pemangku 
jabatan Walikota Surakarta dengan wewenang membentuk dan melaksanakan tugas 
pemerintah Republik Indonesia di dalam kota Solo yang diduduki Belanda. Untuk 
membantu pembentukan pemerintah yang dimaksud, Mayor Achmadi menugasi 
Soeharyo Soeryopranoto yang waktu itu berpangkat Letda/Lettu selaku PUT ( Perwira 
Urusan Teritorial ), selain itu, Mayor Achmadi menugasi pula Rayon V yang dipimpin 
oleh Lettu RM Hartono untuk menjadi dekking ( pendukung ) Pemerintah Militer 
Surakarta itu. Pelaksanaan tugas dari pemerintahan ini memiliki cara kerja yang khas, 
yaitu tertutup dan terjamin keamanannya, yang merupakan keharusan dalam operasi 
gerilya untuk menghindari deteksi Belanda. 
Berdirinya pemerintah gerilya di kota Surakarta tersebut sangat 
mempengaruhi kinerja dari pemerintah pendudukan Belanda di Kota Surakarta, karena 
pemerintah yang didirikan oleh para pejuang gerilya  ini mampu membuat suatu 
pemerintah yang kuat dengan bantuan dari pasukan tentara Republik Indonesia yang 
menduduki kota Surakarta pada waktu itu. Pemerintahan Gerilya yang dilaksanakan oleh 
para pemuda pejuang tanah air ini bahkan mempunyai organisasi dan susunan anggota 
yang jelas, sehingga pemerintahan ini mampu berjalan secara optimal, meskipun harus 
berjuang secara gerilya.  
Tercapainya gencatan senjata antara Republik Indonesia dan Pemerintah 
Belanda juga melahirkan suasana baru dalam kehidupan pemerintahan di daerah 
Surakarta. Perkembangan politik pemerintahan di Surakarta bergerak ke arah hapusnya 
sistem pemerintahan Swapraja menuju pemerintahan Republik yang demokratis, yang 
sebenarnya sudah berproses sejak 16 Juli 1946 dengan berdirinya Karesidenan Surakarta. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1950, Pemerintah 
Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan dan otonomi hanya diberikan kepada kedua 
keraton terbatas hanya di dalam istana saja. Berdasarkan keputusan tersebut, 
Pemerintahan Republik Indonesia kembali mendapatkan legalitas dari pusat yang 
menjadi landasan politik pemerintah daerah. 
Runtuhnya sistem pemerintah lama yang bersifat otokratis segera digantikan 
oleh sistem pemerintahan baru bersifat demokratis berdasarkan sistem kenegaraan 
Republik Indonesia yang berlaku. Kegagalan Surakarta dalam mempertahankan statusnya 
sebagai daerah istimewa terkait sekali dengan politik keraton dan unsur-unsur lain di 
dalamnya yang tidak mampu menghadapi jalannya revolusi kemerdekaan. Nasib baik dan 
buruknya kedua keraton di Surakarta tersebut di kemudian hari turut ditentukan oleh 
kegagalan politik mereka selama revolusi sosial berlangsung. Akhir daripada perjuangan 
pemerintahan di Surakarta adalah dengan adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1950 
yang menetapkan Surakarta termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah. 
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